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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Sejarah Badan Diklat Kota Lubuklinggau 

Gambar4.1 
Gedung Bandiklat Kota Lubuklinggau 

Seiring dengan perkembangan Kota Lubuklinggau yang semakin maju, 

tuntutan akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional terutama 

dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat mendesak, dan tentunya hal ini 

menyebabkan tugas dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau 

semakin berat, karena harus melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

dengan intensitas yang tinggi. 

Berdasaran hal tersebut diatas, timbul pemikiran bahwa di Kota 

Lubuklinggau sangat perlu dibentuk suatu Badan (lembaga teknis daerah) yang 

khusus menangani kegiatan Pendidikan dan Pelatihan. Maka guna melengkapi 
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lembaga tehnis daerah tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Lubuklinggau Nom or 01 Tahun 2014 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

(Lembaga Teknis daerah), ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005, 

Tanggal 26 Desember 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pendidikan dan Pelatihan yang sebelumnya merupakan Bidang Diklat 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Lubuklinggau. Keterbatasan pendanaan 

yang berasal dari APBD membuat para pejabat di lingkungan Badan Pendidikan 

dan pelatihan Kota Lubuklinggau berfikir kerns untuk melakukan terobosan dalam 

manajemen keuangan. Kemudian, BLUD Bandiklat Kota Lubuklinggau berdiri 

pada tahun 2009 sebagai suatu strategi mengurangi ketergantungan kegiatan 

terhadap anggaran APBD sekaligus sebuah keinginan untuk berkontribusi dalam 

penerimaan anggaran. Selain itu, dengan penerapan pola BLUD diharapkan 

Bandiklat Kota Lubuklinggau tidak hanya berfungsi sebagai lembaga diklat yang 

melayani kepentingan pengembangan kompetensi aparatur semata, namun BLUD 

Bandiklat Kota Lubuklinggau juga berfungsi sebagai lembaga yang dapat 

melayani diklat non aparatur dan pelayanan lain (sewa ruang dan gedung). 

Pembentukan BLUD Bandiklat ini adalah upaya pemerintah Kota 

Lubuklinggau untuk berinovasi dalam rangka penguatan dan perluasan fungsi 

kelembagaan sekaligus dapat bermanfaat bagi daerah pada sektor pemasukan 

dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah. Pada bentuk yang lebih luas BLUD 

Bandiklat Kota Lubuklinggau berperan dalam memberikan multiplier effect pada 

kesejahteraan masyarakat Kota Lubuklinggau pada umurnnya. 
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2. Stuktur Organisasi dan Tupoksi Badan Diklat Lubuklinggau 

Stuktur Organisasi berguna sebagai pengendali agar tidak terjadi 

kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas bagi masing-masing individu atau 

kelompok dalam suatu organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Handoko( 

1996: 196) yang menyatakan bahwa struktur organisasi adalah mekanisme 

mekanisme formal dengan nama oeganisasi. Selain itu stuktur organisasi 

menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan 

diantara fungsi-fungsi bagian-bagian atau posisi, maupun orang-orang yang 

menunjukan kedudukan,tugas,wewenang,dan tanggungjawab yang berbeda dalam 

suatu organisasi. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 31 Tahun 

2008 tentang Penjabaran tugas pokok dan Fungsi tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan yang terdiri dari : 

a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : 

1. Sub Bagian Umum; 
2. Sub Bagian Keuangan; 
3. Sub Bagian Perpustakaan, Data dan lnformasi; 

c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional, membawahi 2 (dua) 
Sub Bidang Yaitu : 

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; 
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsiona1; 

d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, membawahi 2 (dua) Sub 
Bidang yaitu : 

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan; 
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan. 

e. Bidang Pendidikan dan Pe1atihan Pemerintahan, membawahi 2 (dua) sub 
Bdang yaitu : 

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis; 
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2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan dan 
Pembangunan. 

Gambar4.2 
Struktur Organisasi Badan Diklat Kota Lubuklinggau 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pendidikan dan pelatihan, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan 

oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dan/atau Pemerintah Provinsi. 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana tersebut diatas, 

mempunyai fungsi: 
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a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 
pendidikan dan pelatihan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan; 

d. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan; 

e. Pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dalam 
lingkup tugasnya; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan 
fungsinya 

3 . Prasarana dan Sarana Badan Diklat Kota Lubuklinggau 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau memiliki prasarana 

dan sarana yang cukup memadai dilihat dari Tabel 4.1 

No 
Prasarana Jumlab Keterangan 

1. 
Sekretariat 1 Unit -

2. 
As ram a 82 kamar Kapasitas 164 orang 

3. 
Kamar Widyaiswara 3 Kamar Kapasitas 6 orang 

4. 
RuangKelas 5 Unit -
Aula I Unit -

5. 

6. 
RuangMakan 1 Unit Kapasitas 100 orang 

7. 
Mushalla 1 Unit Kapasitas 40 orang 

8. 
Perpustakaan I Unit 879 judul dan 2.403 eksp 

Ruang Kesehatan 1 unit -
9. 

10. 
Ruang Widyaiswara 8 unit Kapasitas @ 2 orang 

Lapangan Upacara 2 area -
11. 

Lapangan Parkir 3 area -
12. 

Sumber: Sekretariat Badan Pendidikan dan Pe/atihan Kota Lubuk/inggau (2015) 

Tabel4.1 
Prasarana dan Sarana Bandiklat Kota Lubuklinggau 
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. lmplementasi Kebijakan Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil Di 
Badan pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau. 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan dalam 

suatu organisasi, termasuk juga organisasi Pemerintahan seperti halnya 

Dinas/Badan!Biro. Tujuannya adalah agar tersedianya pegawai atau tenaga ketja 

yang memiliki kompetensilkemampuan serta mampu melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai langkah mewujudkan tujuan dari organisasi terse but. 

Pada organisasi Pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil selaku tenaga kerja yang 

melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, juga harus diberdayakan 

misalnya dalam hal peningkatan karir PNS tersebut,menutut Nurholis (2005:145-

146). 

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat adalah PNS 
yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
dan beketja pada departemen, lembaga pemerintahan non-departemen, 
kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di daerah 
provinsi/kabupaten!kota, kepaniteraan pengadilan, atau dipekerjakan untuk 
menyelenggarakan tugas negara lainnya. Sedangkan Pegawai Negeri (PNS) 
Daerah adalah PNS daerah propinsilkabupatenlkota, yang gajinya dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah 
daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Pegawai Negeri Sipil 
baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban setia dan taat pada 
Pancasila dan UUD 1945, negara, pemerintah serta wajib menjaga persatuan 
dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan 
haknya adalah mendapatkan gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban 
pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji pegawai negeri harus dapat 
memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehingga ia dapat memusatkan 
perhatian, pikiran, dan tenaganya untuk melaksanakan tugas yang 
dipercayakan kepadanya, gaji PNS yang diterima harus mampu memacu 
produktivitas dan menjamin kesejahtraannya. 

Sehubungan dengan itu Moekijat (2000:11) mengatakan pengembangan karir 

menunjukan proses kegiatan mempersiapkan seseorang untuk jabatan-jabatan dalam 

organisasi yang akan datang. 
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Selanjutnya Hadari Nawawi (2003) mengartikan pengembangan karier 
merupakan usaha yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan dengan 
difokuskan pada peningkatan dan penambahan kemampuan seseorang yang 
diharapkan berdampak pada pengembangan dan perluasan wawasan dalam 
bekerja karena keberhasilan yang diraih. Biasanya pegawai negeri sipil yang 
dipersiapkan oleh organisasi adalah mereka yang memiliki kecakapan dan 
kemampuan kerja yang dapat diandalkan dengan demikian akan dapat 
menjamin. 

Dengan demikian organisasi akan memiliki tenaga-tenaga yang memiliki 

kemampuan dalam melaksanakan tugas dari pegawai yang telah memenuhi 

persyaratan untuk meduduki jabatan yang lebih tinggi setingkat (promosi) dengan 

usaha tersebut diharapkan tingkat kemampuan pegawai akan bertambah dalam 

pelaksanaan dan dapat mencapai hasil kerja yang maksimal. 

Ada tiga hal yang dapat dilakukan dalam pengembangan karir PNS, yaitu 

menurut Moekijat (2000: 15): 

1. Pendidikan dan latihan 

2. Promosi 

3. Mutasi. 

PNS selaku aparatur pemerintah, melaksanakan fungsi pemerintahan dalam 

suatu negara yang meliputi fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pelayanan kepada 

masyarakat yang mendiami suatu negara ataupun suatu daerah yang dituangkannya 

dalam suatu kebijakan pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk 

melaksanakan fungsi tersebut perlu adanya kinerja yang baik dari aparatur 

pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan. 

Implementasi Kebijakan Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil di Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau , yaitu : 
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A. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Menurut Ibnu Syamsu ( 1999) pendidikan dan latihan adalah suatu usaha yang 

dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk menambah pengetahuan dan 

keterampilan para karyawannya. 

Menurut Moekijat(2000: 13) tujuan dari pendidikan dan latihan adalah: 

a. Menambah pengetahuan. 

b. Menambah keterampilan. 

c. Merubah sikap. 

Sedangkan menurut S.P Hasibuan (2006; 15) diklat merupakan peningkatan 

kepribadian dan semangat pengabdian pegawai, peningkatan mutu dan kemampuan 

pegawai dalam bekerja maupun kepemimpinan serta mampu melaksanakan tugas 

dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab sesuai dengan lingkungannya. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mencatat bahwa kesempatan dalam 

mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sangat besar karena dibuktikan dari bukti 

penilaian dalam pengusulan Akreditasi lembaga Pendidikan dan Pelatihan 

dibutuhkan beberapa syarat bagi pegawainya untuk mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan seperti TOT ( Training Of Trainer ), MOT ( Managament Of Training ) 

dan TOF ( Training Of Facilitator ) untuk para Widyaiswara hampir mencakup 

100% memenuhi syarat akan tetapi ada 4 pegawai yang dari formasi Widyaiswara 

dari tahun 2011, seharusnya dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti diklat 

calon Widyaiswara agar dapat diangkat sebagai Widyaiswara namun dalam rentang 

waktu 4 tahun mereka belum memiliki kesempatan itu dan yang mengambil peluang 

untuk dapat ikut diklat calon Widyaiswara tersebut adalah pegawai dari mantan 
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eselon 3 bandiklat yang bukan dari formasi Widyaiswara. seperti jawaban dari basil 

wawancara yang penulis lakukan dengan informan tanggal 12 November 2015, 

mengenai kesempatan bagi selurub PNS dilingkungan Bandiktat kota Lubuklinggau 

tanggapannya adalah 

"babwa sebagian PNS Dilingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota 
Lubuklinggau telah diberikan kesempatan untuk mengikuti Diktat yang basilnya 
tampak dari kemampuan dan pemabaman dari Pegawai dalam melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab yang diembannya secara teknis, akan tetapi untuk jabatan dari 
formasi Widyaiswara yang statusnya saat ini masib menjadi staf belum mendapatkan 
kesempatan untuk mengikuti diktat calon Widyaiswara bingga sampai dengan saat 
ini". 

Sedangkan alasan lain bahwa Pendidikan dan Pelatiban tidak diberikan 

kepada selurub PNS dilingkungan Badan Pendidikan dan Pelatiban Kota 

Lubuktinggau, umumnya yang boleb mengikuti diktat banya PNS yang memenubi 

persyaratan seperti tingkat pendidikan, jabatan, serta pangkatnya. 

Berdasarkan basil wawancara yang penulis lakukan dengan informan tanggal 

13 November 2015, diperolebjawaban 

"Bahwa selurub PNS pada Bandiklat telah diberikan kesempatan untuk 
mengikuti Diktat namun ada persyaratan yang ditentukan dari penyelenggara 
sebingga tidak semua pegawai dapat mengikutinya". 

Sedangkan PNS yang diberikan kesempatan untuk mengikuti Diktat 

dibarapkan akan melabirkan PNS yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, 

sebab diktat akan melabirkan tenaga-tenaga yang memiliki keterampilan dan 

kompetensi, dengan catatan diklat tersebut diikuti dengan serius dan dipahami serta 

diaplikasikan di lingkungan Kerja dari apa-apa saja ilmu yang diperoleb pada diklat 

terse but. 

Berdasarkan basil wawancara penulis dengan informan serta berdasarkan 

pengamatan penulis dilapangan, yakni masih belum sepenubnya terjalin komunikasi 
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yang baik antara atasan dan bawahan sehingga masih ada pennasalahan-

pennasalahan dalam peningkatan kualitas PNS yang belum seluruh PNS 

mendapatkannya seperti halnya pengembangan karir PNS (Diktat, Promosi dan 

Mutasi). Berdasarkan basil wawancara, bahwa masih ada beberapa PNS yang tidak 

peduli tentang Diktat dalam artian tidak begitu membutuhkan baginya untuk 

mengikuti Diktat. Sehingga Diktat hanya dipandang sebagai hal yang membosankan 

dan huang-huang waktu saja, seperti yang diungkapkan oleh salah satu infonnan 

tanggal13 November 2015 berikut: 

" saya tidak berrninat untuk ikut diktat karena jenuh dan hams belajar dari 
pagi sampai sore tiap hari selain itu saya merasa ilmu yang didapat dari diklat tidak 
begitu banyak untuk dapat diaplikasikan pada tempat kerja ". 

Harapan sebagian besar dari pegawai hendaknya keikutsertaan dalam 

pendidikan dan pelatihan memang berdasarkan kepada kebutuhan pegawai bukan 

berdasarkan proyek semata atau menghabiskan anggaran tanpa memperhitungkan 

manfaat, impact atau dampaknya baik langsung maupun tidak langsung terhadap 

pegawai itu sendiri dalam rangka untuk peningkatan kinerja. 

Adapun analisa penulis dalam hal pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 

(Diklat) bagi PNS pada Bandiklat Kota Lubuklinggau ini terlihat dari perbandingan 

jumlah PNS yang telah mengikuti Diktat dengan PNS yang belum mengikuti Diklat 

dalam 3 tahun terakhir, lebih dominan PNS yang belum mengikuti Diklat. Yang 

mana hanya 10 orang dari 48 PNS pada Bandiklat terse but yang telah mengikuti 

Diklat dalam 3 tahun terakhir. Selain itu juga, masih ada beberapa orang PNS yang 

telah mengikuti Diklat Kepemimpinan namun belum mendapat kesempatan untuk 

Promosi Jabatan. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya minat PNS 

untuk mengikuti Diklat. Kurangnya sosialisasi dan fasilitasi oleh instansi terkait 
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tentang pentingnya diklat dan cara mengikuti diklat bagi PNS, juga menjadi 

penyebab rendahnya jumlah PNS mengikuti Diklat terse but. 

Pembentukan kepribadian serta semangat pengabdian bagi pegawai, 

suplemennya hanya didapat melalui pendidikan dan pelatihan, kesadaran akan 

pentingnya mengikuti diklat dirasakan masih rendah sebagai akibat dari nilai guna 

dan manfaat dari diktat itu sendiri tidak dapat dirasakan langsung oleh pegawai 

terkecuali bagi tenaga fungsional Widyaiswara yang akan mendapatkan tambahan 

angka kredit atau poin dari ikut serta dalam kegiatan diklat. Artinya tenaga teknis 

dengan tenaga fungsional memiliki minat yang berbanding terbalik dalam 

partisipasinya ikut pendidikan dan pelatihan. Kesadaran bagi aparatur dengan 

berubahnya peraturan dan kebijakan dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi 

serta dengan diberlakukannya Aparatur Sipil Negara menjadikan target kinerja dari 

seluruh aparatur menjadi lebih terukur dan jelas. Baik untuk tenaga teknis maupun 

fungsional telah menjadi persyaratan khusus dan saat ini basis pendidikan aparatur 

sudah sangat memadai berdasarkan data dari kementerian dalam negeri pada tahun 

2012 saja tingkat pendidikan strata 1 lebih dominan mencapai 35% dibandingkan 

dengan lulusan sma atau diploma. Berdasarkan kajian dari penulis ini menandakan 

bahwa kompetensi dari para aparatur sudah tidak diragukan lagi hanya saja yang 

menjadi pokok permasalahanya terletak pada belum mantapnya system 

pengembangan PNS serta peran dan fungsinya yang masih belum jelas. Linieritas 

atas kesesuaian dalam peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan 

pelatihan menjadi sangat penting, peran dan fungsi yang jelas dituntut agar dapat 

mengukur tingkat kinerja dari setiap aparatur. 
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Diklat merupakan bagian dari amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan daerah pada pasal 135 ayat 91, Pegawai Negeri Sipil Daerah 

dikoordinasikan secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan Pasal 217 huruf (d) 

Diklat menjadi Instrumen pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jika 

Diklat dijadikan upaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur maka kinerja serta 

karir aparatur tersebutpun juga akan meningkat dalam upaya mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat serta memberikan pelayanan public secara optimal. 

Aparatur Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau juga memiliki 

hak dan kesempatan yang sama untuk dapat mengikuti diklat dari lembaga-lembaga ~ 

penyelenggara lainnya, hanya saja pengembangan desain dan evaluasi diktat belum 

pemah dilakukan oleh pihak penyelenggara dan hal ini berdampak pada 

pengembangan karir dari pegawai yang sudah mengikuti diklat. Seperti pemyataan 

dari informan tanggal25 November 2015 berikut ini: 

" Aparatur yang sudah mengikuti Diklat belum diberdayakan secara optimal 
sehingga terkesan bagi aparatur kegiatan mengikuti Diklat hanya sebatas acara 

seremonial saja ". 
Lain halnya pendapat dari informan berikut, ia mengatakan bahwa : 

" Diktat merupakan pengakuan legalitas atas kompetensi yang dimiliki oleh 
aparatur sehingga waj ib bagi aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam 

rangka pengembangan karir " 

Pandangan yang berbeda dari beberapa informan membuat penulis 

merangkum atau menyimpulkan dengan merujuk pada arah kebijakan diklat aparatur 

dalam rangka implementasi undang-undang dan peraturan. Saat ini Pegawai Negeri 

Sipil telah berubah nomenklatumya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 
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Bahwasannya aparatur yang ingin mengembangkan karimya akan memiliki 

perjanjian kerja dengan atasannya berupa apa saja yang akan dikerjakannya selama 1 

(satu) tahun dan selanjutnya menjadi bahan evaluasi apakah aparatur tersebut 

memiliki kinerja yang baik atau buruk. Terkait dengan diklat maka seyogyanya 

seorang aparatur dapat membuat target kinerja untuk mengikuti diklat berapa kali 

dalam satu tahunnya. Adapun tanggapan informan tanggal 25 November 2015 

mengenai hal tersebut yakni : 

" Da1am sasaran kinerja pegawai (SKP) yang saya buat, target untuk dapat 
mengikuti diklat sebanyak dua kali, hanya saja untuk tahun berjalan saya belum 
memiliki kesempatan itu dan ini berdampak pada penilaian kinerja saya nantinya, 
sedangkan penetapan atau pengusu1an pegawai yang berhak mengikuti diklat adalah 
atasan jika saya harus mengeluarkan dana pribadi untuk mengikuti diklat demi 
pencapaian target kinerja rasanya tidak mungkin " 

Tanggapan yang senada juga disampaikan oleh informan tanggal 12 

November 2015 lainnnya ia mengatakan bahwa : 

" Biaya diklat terlalu besar dari uang pribadi apa lagi dalam jangka waktu 
yang lama, ini memberikan beban bagi pegawai meskipun untuk meningkatkan 
kompetensi, karena sampai dengan saat ini belum ada jaminan bagi pegawai yang 
memiliki kompetensi lebih mendapatkan reward atas kompetensi dan prestasi yang 
dimilikinya." 

Jadi penilaian dalam rangka peningkatan kepribadian dan semangat 

kepribadian dirasakan masih sangat kurang hal ini disebabkan karena rendahnya 

perhatian Pemerintah terhadap aparatur dalam memberikan reward dan punishment, 

sedangkan mutu dan kemampuan pegawai dalam bekerja maupun kepemimpinan 

khususnya bagi tenaga teknis tidak berdampak secara siginifikan pada tugas dan 

fungsinya karena anggapan bahwa diklat hanya sebagai acara seremonial semata dan 
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upaya untuk refresing atau menghidari pekerjaan atau tugas-tugas yang berat 

didepannya. Meskipun terdapat banyak kelemaban atas pembentukan system yang 

kurang memaknai nilai kemanfaatan atas diktat yang telah diikuti akan tetapi 

semangat kerjasama, rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang tertanam dalam 

lingkungan kerja pada Badan Pendidikan dan pelatiban Kota Lubuklinggau dapat 

menjadi modal utama dalam menyelesaikan tugas-tugas berat Negara sebingga 

sampai dengan saat ini banyak prestasi yang dibuat melalui pencapaian target 

pendapatan asli daerah serta akreditasi lembaga dan program-program pendiklatan. 

B. Promosi 

Menurut Edwin, B. Flippo (1976:73) promosi merupakan perubahan dari 

pekerjaan yang satu ke lainnya, yang mempunyai syarat-syarat yang lebib baik dalam 

kedudukan maupunjabatan dan tanggungjawab. 

Menurut Siagian (2005: 170), organisasi pada umumnya menggunakan dua 

dasar utama dalam mempertimbangkan seseorang untuk dipromosikan yaitu: 

1. Prestasi kerja 

Promosi yang didasarkan pada prestasi kerja menggunakan basil penilaian atas basil 

karya yang sangat baik. Dengan demikian promosi tersebut dapat dipandang sebagai 

pengbargaan organisasi atas prestasi kerja anggotanya. 

2. Senioritas 

Promosi berdasarkan senioritas berarti babwa pegawai yang paling berbak 

dipromosikan ialab yang masa kerjanya paling lama.Banyak organisasi menempub 

cara ini dengan tiga poin pertimbangan yaitu : 
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a. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa seseorang paling sedikit dilihat dari segi 

loyalitas kepada organisasi. 

b. Penilaian biasanya bersifat obyektif karena cukup dengan membandingkan 

masa kelja orang-orang tertentu yang dipertimbangkan untuk dipromosikan. 

c. Mendorong organisasi mengembangkan para pegawainya karena pegawai 

yang paling lama berkarya akhirnya mendapat promosi. 

Perstasi kelja menjadi dasr penting dalam pelaksanaan promosi karena dengan 

prestasi kerja adanya kemampuan untuk menjalankan suatu jabatan atau tugas bam 

yang dibebankan oleh instansi organisasi penempatan prestasi kerja sebagai salah 

satu syarat dalam melakukan peromosi akan memotivasi pegawai dalam peningkatan 

kinerja. 

Hasil wawancara dengan penulis dengan informan pada tangal 12 November 

2015, mengatakan bahwa, 

"Berdasarkan peraturan kepegawaian setiap pegawai yang memiliki prestasi 
kerja yang tinggi punya kesempatan besar untuk dipromosikan.Selain sebagai 
imbalan,tak lain tujuannya adalah untuk memotivasi mereka dalam bekelja.Dan hila 
seorang pegawai telah dipromosikan berarti secara otomatis tanggung jawab, 
wewenang dan gajinyajuga akan naik." 

Promosi dianggap penting dalam instansi karena selain sebagai 'imbalan' 

terhadap basil kerja pegawai juga memberikan dorongan atau motivasi 

kepadapegawai untuk bersaing memberikan yang terbaik bagi organisasi dengan 

peningkatan kinerja. Dengan demikian pegawai yang memiliki prestasi kerja tinggi 

akan mendapatkan kesempatan promosi yang besar pula.senada dengan wawancara 

diatas, in forman lain juga mengatakan bahwa: 

"Salah satu kinerja yang paling dominan dalam pelaksanaan promosi adalah 
prestasi kerja karena kriteria ini berpengaruh langsung pada peningkatan kinerja 
pegawai" 
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Artinya dalam melaksanakan suatu promosi pegawai, prestasi kerja menjadi hal 

penting yang perlu diperhatikan sebab kriteria ini secara langsung berpengaruh pada 

peningkatan kinerja. 

Hasil penelitian dituangkan dalam suatu daftar yang disebut Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP). Dalam pengukuran kinerja ini, penilaian terhadap potensi pegawai 

diartikan sebagai perkiraan terhadap pengangkatan tertinggi atau tingkat pekerjaan 

yang pada akhimya mampu dilakukan seorang pegawai.Melalui penilaian potensi ini 

,akan diketahui siapa saja yang memiliki kemampuan dan kecakapan untuk 

menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi kelak. Selain hal di atas, penilaian potensi 

ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan kemungkinan 

pengembangan seorang pegawai negeri, merencanakan kesempatan kemajuan karir, 

dan merencanakan suksesi dalam organisasi. 

Potensi seorang pegawai negeri dinilai melalui dua cara yaitu dengan cara yang 

disebut kualitas secara umum dan kualitas pribadi yang menyeluruh.Dalam cara yang 

terakhir, potensi dinilai dari kualitas intelektual yaitu dalam bentuk kekuatan analisis, 

imajinasi dan inovasi, dan kesadaran tantang kualitas, kemudian orientasi hasil yakni 

dalam bentuk motivasi berprestasi, sensitivitas politik dan ketegasan dan kualitas 

kepemimpinan dalam bentuk kemampuan memotivasi,memberikan delegasi,dan 

komunikasi serta konsultasi. Setiap tahun dilakukan penilaian oleh Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP) yang mencakup dua hal penting yakni ulasan terhadap catatan 

prestasi dan kemajuan yang dicapai oleh stafuntuk tahun yang dinilai dengan ulasan 

terhadap rencana tindakan untuk tahun berikutnya yang meliputi target-target baru, 

dan rencana pelatihan.Dengan adanya ketentuan tersebut pejabat penilai harus benar 
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mengenal secara pribadi pegawai yang dinilai, sehingga demikiann dapat diharapkan 

penilaian dapat dilakukan lebih objektif. 

Jawaban dari basil wawancara yang penulis lakukan dengan lnforman pada 

tanggal 12 November 2015, 

"Sepengetahuan saya syarat untuk menduduki promosi jabatan harus 
berdasarkan kopetensi dengan dibuktikan sertifikat pelatihannya, akan tetapi kondisi 
sebenamya syarat itu terkadang bukan menjadi urutan pertama namun faktor 
kedekatan emosional dengan pimpinanlah yang sering mendapatkan promosi 
jabatan" 

Berkaitan dengan hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat (Wusamo, IG 1997 :70) 

Syarat-syarat untuk promosi sudah barang tentu tidak sama untuk jabatan yang 

berlainan, Meskipun demikian ada beberapa syarat umum yang perlu diketahui. 

Seorang pegawai dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, 

apabila memenuhi persyaratan antara lain: 

1. Ada formasi atau lowongan jabatan. Lowongan jabatan dapat terjadi karean 
ada pegawai yang mengundurkan diri, pindah pekerjaan, dipensiunkan atau 
meningal dunia. 

2. Pegawai yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 
dalam analisis jabatan. 

3. Pegawai yang bersangkutan lulus dari seleksi. 

Sedangkan jawaban dari basil wawancara yang penulis lakukan dengan 

informan tanggal 12 November 2015, ia menjawab bahwa: 

"Pemberian promosi kepada PNS didasarkan pada pengabdian, loyalitas, 
kreatifitas dan prestasi pegawai yang didukung oleh tingkat pendidikan yang 
memadai". 

Namun ada juga yang merespon bahwa: 

"Pemberian promosi kepada PNS belum sepenuhnya memenuhi keseluruhan 
indikator kelayakan pemberian promosi, karena pemberian promosi juga didasarkan 
pada kedekatan dengan pimpinan bukan hanya pada prestasi kerja dan loyalitas saja". 
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Berdasarkan basil wawancara yang penulis lakukan dengan infonnan tanggal 

13 November 2015, infonnan menjawab: 

" Bahwa promosi jabatan telah diberikan kepada seluruh pegawai yang 
memiliki kinerja baik, sehingga dengan dipromosikan dapat jadi pemicu semangat 
dalam menjalankan tugas kesehariannya". 

Bagi setiap promosi jabatan merupakan kesempatan bagi pegawai untuk 

mengembangkan karirnya, sehingga upaya dalam menunjukan prestasi kerja, inisiatif 

dan kreatifitas dengan penilaian objektif dari pimpinan sangat diharapkan bagi 

seluruh pegawai. 

Adapun analisa penulis dalam hal pemberian promosi kepada PNS tersebut 

belum dilihat secara keseluruhan dari kriteria kelayakan pemberian promosi. 

Sehingga ada beberap PNS yang dipromosikan ke jabatan eselon tidak berdasarkan 

prestasi kerja akan tetapi hanya didasarkan pada kepangkatan dan masa kerja saja. 

Selain itu juga unsur kedekatan dengan pimpinan merupakan salah satu peluang 

untuk dipromosikan. Oleh karena itu, pemberian promosi kepada PNS yang 

didasarkan pada prestasi kerja dan kreatifitas kerja serta lain-lainnya yang 

merupakan kriterai kelayakan promosi juga harus disertai kedekatan atau istilah 

sekarang disebut lobi dengan para pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal 

promosi PNS tersebut. Kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau , hendaknya dalam 

pelaksanaan mutasi sebaiknya dilaksanakan sekali dalam satu tahun. Dan untuk 

penempatan tugas bagi pegawai, haruslah benar-benar disesuaikan dengan skill atau 

kemampuan pegawai tersebut yang dilihat dari hasil evaluasi kinerja dari masing-

masingPNS. 

Penerapan promosi pegawai belum berdasarkan pada basil dari assessment 

center yang dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, guna menjaga 
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objektifitas basil. Sehingga system promosi dapat menjadi pemacu kinerja bagi 

aparatumya. 

Salah dalam memberikan promosi dapat berdampak pada kinerja bagi suatu 

organisasi, karena dapat berdampak pada peningkatan tapi juga bisa mengalami 

penurunan sehingga pertimbangan yang sangat mendalam dengan uji kelayakan atas 

promosi jabatan dapat dijadikan jalan untuk menetapkan pegawai yang berhak untuk 

mendapatkan promosi yang bukan sekedar atas instuisi pemimpin semata. 

C. Mutasi Pegawai 

Menurut Moekijat (2000:85) mengatakan bahwa "mutasi atau perubahan 

adalah suatu perubahan horizontal bukan suatu kenaikan atau penurunan". 

Pemindahan dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jabatan yang lebih 

sesuai dengan keinginan dan kemampuan dengan harapan pada jabatan baru tersebut 

seseorang akan lebih berkembang. Pemindahan seseorang pada jabatan yang 

horizontal tanpa perubahan kelas pekerjaan. Dilakukan agar ada penyesuaian antara 

kemampuan dengan tugas yang diemban sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan 

baik dan membuka kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan 

kemampuannya di tempat tugas baru. Jadi mutasi dapat digunakan untuk 

pengembangan dan memperluas pengalaman kerja pegawai. 

Alex Nitisemito (1996:15) mengatakan bahwa tujuan : pelaksanaan mutasi 

atau pemindahan adalah : 

a. Menempatkan pegawai pada tempatnya 

b. Meningkatkan semangat/gairah kerja 

c. Perolehan keterampilan baru 
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d. Menciptakan persaingan sehat 

e. Memenuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan. 

Dalam hal mutasi pada Pemerintah Kota Lubuklinggau , Walikota sebagai 

pemegang kendali bersama Badan Kepegawaian Daerah , melaksanakan proses 

mutasi setelah dilakukannya evaluasi pada masing-masing PNS yang ada di Satuan 

Kerja Pemerintah Kota Lubuklinggau. Data untuk melakukan mutasi tersebut berasal 

dari data pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Lubuklinggau. Pelaksanaan mutasi 

tersebut dimaksudkan untuk meletakkan dan mengisi jabatan struktural sesuai 

dengan kemampuan dari masing-masing PNS tersebut (Mutasi Pejabat Eselon). 

Sedangkan untuk mutasi pada level staf dilaksanakan dalam rangka penyegaran dan 

penempatan PNS sesuai dengan kemampuannya. 

Seorang pegawai dipersiapkan untuk dimutasi bertujuan untuk memberikan 

kesempatan untuk meningkatkan karir yaitu kenaikan pangkat atau pindahnya 

pegawai dari posisi pekerjaan yang lama ke posisi pekerjaan yang baru. Kebijakan 

mutasi pada instansi dilakukan berdasarkan pengkajian dan aturan yang telah 

ditetapkan, sesuai dengan kecakapan pegawai, kemampuan pegawai, sikap dan 

displin pegawai ataupun golongan pegawai. 

Berdasarkan basil wawancara dengan lnforman pada tanggal 12 November 

2015, 

Bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Badan Kepegawaian Daerah 
Kota Lubuklinggau melaksanakan mutasi dinilai dari masa kerja, kompentensi, 
prestasi dan pangkatnya, itu yang utama". 

Berdasarkan basil wawancara penulis dengan lnforman pada tanggal 12 

November 2015, 
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"Dalam melaksanakan mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau 
perlunya pengkajian yang baik sehingga pegawai yang dimutasi telah sesuai dengan 
kopentensi yang dimilikinya" 

Rendahnya kopetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 

Lubuklinggau bersumber pada beberapa persoalan mendasar, banyak hal yang 

menjadi persoalan penyebab rendahnya kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Intinya 

bukan hanya karena masalah keterbatasan skill atau kualifikasi pendidikan Pegawai 

tersebut yang tidak mendukung, melainkan oleh faktor lingkungan dan sistem karir 

banyak dipengaruhi unsur subjektivitas baik yang bersifat politik, kedekatan 

keluarga, disorientasi Pegawai Negeri Sipil itu sendiri yang mengarah pada 

persoalan-persoalan pragmatis, duplikasi pekerjaan, dan pekerjaan yang belum 

berbasis fungsi kerja. 

Oleh karena itu, dibutuhkan Pegawai yang profesional yang memiliki 

kompentensi dalam bekerja, melayani masyarakat dengan baik, ramah dan 

memuaskan, serta bekerja dengan target kinerja yang jelas dan terukur.Perubahan 

kultur pegawai tersebut harus menjadi agenda utama pemerintah, bukan dengan 

hanya memberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat), tampa adanya perubahan 

kultur dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau,hampir dapat dipastikan 

Pegawai akan bekerja apa adanya. 

Mutasi seorang Pegawai Negeri Sipil merupakan bentuk penghargaan 

pimpinan dan sekiligus mengurangi rasa bosan Pegawai Negeri Sipil tersebut dengan 

rutinitas yang sama. Diharapkan dengan adanya mutasi maka kinerja Pegawai 

tersebut semakin meninggkat. Mutasi merupakan hal yang sudah pasti dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Lubuklinggau, bagi pegawai mutasi bisa menjadi hal yang 

menyenangkan dan bisajuga menjadi hal yang menyakitkan. Tetapi sebagai pegawai 
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yang baik, Kita harus menilai mutasi sebagai proses penyegaran stuktur organisasi 

pemerintah dalam rangka meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan juga 

mmelepaskan rasa bosan pegawai tersebut. 

Mutasi di Pemerintah Kota lubuklinggau khususnya di badan Pendidikan dan 

Pelatihan ditentukan oleh Sumber Daya dari Tim Baperjakat, Ketika Baperjakat tidak 

bekerja secara profesional maka ada kemungkinan rekomendasi yang diberikan 

kepada walikota tidak adil dan penilaiannya secara subjektif,Akan tetapi dari hasil 

wawancara yang peneliti dapatkan bahwa Tim Baperjakat adalah orang-orang yang 

profesional dan ahli dibidang masing-masing. 

Sedangkan jawaban dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 

lnforman pada tanggal12 November 2015, 

"Bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Badan Kepegawaian Daerah 
Kota Lubuklinggau melaksanakan mutasi setiap tahunnya dalam upaya peningkatan 
kinerja dengan menempatkan PNS sesuai dengan keahlian, selain itu juga untuk 
menghilangkan kejenuhan PNS terhadap pekerjaan yang selama ini dilaksanakannya 
sehingga memberikan wama baru dengan pekerjaan yang baru". 

Sedangkan basil dari pendapat informan lainnya menyatakan bahwa : 

"mutasi yang dilakukan tersebut hanya menjalankan kebijakan saja dan 
mutasijugajarang dilakukan, hal ini terlihat dari 3 tahun terakhir hanya dilaksanakan 
1 kali mutasi staf dan 4 kali mutasi pejabat eselon". 

Dalam mutasi tersebut, banyak PNS yang mendapat tugas tidak sesuai dengan 

keahliannya ini berarti bahwa mutasi dilaksanakan tanpa melakukan evaluasi terlebih 

dahulu terhadap kemampuan masing-masing PNS yang ada Dilingkungan 

Pemerintah kota Lubuklinggau. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan dari 

tanggal13 November 2015, informan menjawab bahwa: 
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"Mutasi dilaksanakan sebagai tujuan memberikan suasan baru bagi PNS serta 
memperkenalkan kepada PNS tentang tugas/pekerjaan yang ada pada Satuan Kerja 
(Satker) Dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau". 

Selain itu juga, mutasi dilaksanakan sesuai dengan indikator pelaksanaan 

mutasi diantaranya untuk menempatkan pegawai sesuai dengan 

basis/kemampuannya, dapat meningkatkan semangat kerja, memperoleh 

keterampilan baru, menciptakan persaingan sehat, serta memenuhi peraturan 

kebijakan yang ditetapkan. 

Adapun analisa penulis dalam hal pelaksanaan mutasi bagi PNS 

Dilingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau dalam 3 tahun 

terakhir baru dilaksanakan 1 kali mutasi staf, hal tersebut tentunya dapat 

menimbulkan kejenuhan bagi PNS Staf yang telah menggeluti pekerjaannya selama 

bertahun-tahun tanpa ada pengganti. Selain itu juga, akan menghambat kreatifitas 

dan kemampuan PNS terhadap bidang pekerjaan lain yang ada pada Satuan Kerja. 

Hal ini terkesan bahwa mutasi dilaksanakan hanya untuk menjalankan kebijakan dari 

pemerintah saja tanpa didahului dengan evaluasi kemampuan dari masing-masing 

PNS. Kepada PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau hendaknya lebih 

profesional benar-benar secara maksimal menjalankan fungsi pelayanan kepada 

masyarakat sehingga produk yang dihasilkan dapat memuaskan masyarakat sebagai 

penerima pelayanan tersebut. 

Adapun analisa penulis dari basil jawaban informan - informan di atas 

mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Karir PNS di Badan Pendidikan 

dan Pelatihan Kota Lubuklinggau, Dalam hal mutasi pada tahun 2015 saja tercatat 

hanya ada 2 pegawai yang mengalami perpindahan bidang, 4 orang yang mutasi 

keluar dan 2 orang yang dimutasi dengan naik jabatan, artinya ada 8 orang pegawai 
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atau 16,6 % pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau yang 

mengalami mutasi. Pelaksanaan mutasi dinilai hanya untuk menjalankan kebijakan 

dari pemerintah saja, selain itu juga pelaksanaan mutasi bel urn mampu menempatkan 

PNS sesuai dengan bidang keahliannya sehingga banyak keluhan dari PNS tentang 

ketidak cocokan dan ketidak pahaman akan tugas/pekerjaan baru yang diberikan 

tersebut. Hal ini mencerminkan pelaksanaan mutasi tanpa didahului dengan proses 

evaluasi terhadap kemampuan masing-masing PNS. 

2. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pengembangan Karir Pegawai 

Negeri Sipil Di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau. 

Perkembangan karir dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan yang 

cukup signifikan, karir bergerak secara dinamis untuk menyesuaikan perubahan 

lingkungannya. Karir bergerak dari variabel dependen menjadi variabel independen 

dalam sebuah organisasi. Karir bagi seseorang tidak lagi bergantung pada organisasi, 

namun telah berada ditangan individu itu sendiri. Karena dalam organisasi sendiri 

banyak terjadi perubahan struktur sebagai imbas dari adanya rasionalisasi, 

perampingan ukuran dan lain-lain. Dampaknya bagi individu adalah tidak adanya 

pekerjaan yang abadi sedangkan bagi organisasi tidak ada pekerja yang abadi semua 

akan berubah lebih likuid. Dahulu karir memiliki orientasi kepada pergerakan tinier 

keatas dalam sebuah organisasi, namun kondisi ini sekarang berubah, pola karir 

dinilai sebagai sebuah perjalanan pekerjaan seseorang selama hidupnya. Tidak 

dibedakan apakah pergerakan itu keatas ataupun kebawah, bergeser dalam sebuah 

organisasi ataupun multi organisasi. Sehingga pencapaian karir seseorang tidak 

ditandai dengan posisi yang ditempatinya saat ini, namun bagaimana perannya dalam 
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sebuah organisasi. Pada gilirannya karir mengalami perubahan bentuk sesuka 

hatinya. 

Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengembangan karir 

Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau 

adalah 

a. Masih belum sepenuhnya terjalin komunikasi yang baik antara atasan dan 

bawahan sehingga masih ada permasalahan-permasalahan dalam 

peningkatan kualitas PNS yang belum seluruh PNS mendapatkannya seperti 

halnya pengembangan karir PNS (Diklat, Promosi dan Mutasi). 

b. Dalam hal Diklat bagi PNS, masih ada beberapa PNS yang tidak peduli 

tentang Diklat dalam artian tidak begitu membutuhkan baginya untuk 

mengikuti Diklat. Sehingga Diklat hanya dipandang sebagai hal yang 

membosankan dan buang-buang waktu saja. 

c. Dalam hal Promosi bagi PNS, belum secara objektif dinilai dari pemenuhan 

kriteria yang telah disyaratkan misalnya loyalitas, masa tugas, kreatifitas, 

tanggung jawab, dan prestasi kerja. Unsur kedekatan dengan pimpinan 

dapat pula dijadikan kriteria dalam pemberian promosi kepada PNS. 

d. Dalam hal Mutasi masih ada beberapa pegawai yang merasa tidak cocok 

dengan tugas barunya tersebut. Hal ini mengisyarakatkan bahwa 

penempatan orang-orang belum sepenuhnya di evaluasi berdasarkan 

keahlian dan kemampuan yang PNS tersebut miliki. 

e. Bahwa pengembangan karir PNS belum dilakukan melalui assestment 

terhadap kinerja yang dapat terukur dan akuntabel. 
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3. Solusi dalam mengatasi bambatan Pengembangan Karir Pegawai Negeri 

Sipil di Bandiklat Kota Lubuklinggau. 

Adapun solusi dalam mengatasi hambatan pengembangan karir bagi PNS 

pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau diataranya : 

a. Membangun minat pegawai akan pentingnya mengikuti diktat dalam 

rangka menunjang pelaksanaan tugas khususnya bagi tenaga-tenaga 

teknis melalui penghargaan atas sertifikat yang diterima sebagai 

sarana untuk mendapatkan promosi kenaikan pangkat atau jabatan. 

b. Pembuat kebijakan hendaknya melakukan evaluasi kinerja secara 

tepat, akurat, dan akuntabel sehingga pegawai yang akan 

mendapatkan promosi jabatan adalah pegawai yang berdasarkan 

kompetensi dan prestasi kerja dalam kategori baik bukan berdasarkan 

like and dislike, atau berdasarkan jasa-jasa atas kepentingan politik 

yang lainnya. 
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A. Simpulan 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

95 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti sajikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan secara umum yaitu 

implementasi kebijakan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil Di Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau dinilai bahwa ada sebagian kebijakan 

yang sudah diimplemantasikan karena sebagian dari kebijakan-kebijakan dalam 

pengembangan karir dilakukan menurut ketentuan dan peraturan-peraturan yang 

berlaku meskipun ada sebagian lagi yang belum sesuai. Pegawai Negeri Sipil Di 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau dinilai memiliki integritas yang 

tinggi, loyalitas yang tinggi, disiplin yang baik serta nilai-nilai kejujuran dan 

tanggung jawab yang baik hal ini disebabkan karena Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Kota Lubuklinggau merupakan satuan kerja pada Pemerintah Kota Lubuklinggau 

yang menjadi contoh bagi satuan kerja yang lain dan hampir seluruh dalam kegiatan 

pendiklatan untuk pengembangan sikap dan pengetahuan menjadi salah satu 

indikator keberhasilan dari proses pendiklatan itu sendiri. Sedangkan simpulan 

secara khusus adalah sebagai berikut : 

Pertama, dari dimensi Diklat bahwa peningkatan kepribadian dan penanaman 

semangat pengabdian telah sesuai dengan hasil penelitian hal ini disebabkan karena 

hampir dari seluruh pegawai yang telah mengikuti Diklat memiliki semangat baru 

dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Khusus untuk tenaga fungsional Widyaiswara 

tingkat semangat pengabdiannya lebih tinggi karena nilai sertifikat dapat membantu 
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dalam proses kenaikan pangkat semakin lama waktu Diktat yang diikuti akan 

semakin besar poin kreditnya. Namun khusus untuk tenaga teknis dan administrator 

belum berdampak secara signifikan hal ini disebabkan karena kemanfaatan nilai atas 

Diktat yang sudah diikuti tidak dapat dirasakan secara langsung oleh pegawai 

terse but. 

Kedua, dari dimensi promosi bahwa pegawai yang memiliki pengalaman 

kerja, tingkat pendidikan yang memadai, nilai-nilai kejujuran, loyalitas dan tanggung 

jawab yang tinggi memberikan signal implementasi dalam pengembangan karir 

pegawai, hal ini berdasarkan basil penelitian bahwa kesempatan untuk mendapatkan 

promosi sebagian sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

meskipun ada sebagian lagi berdasarkan unsur kedekatan emosional atau hubungan 

persaudaran yang dekat. 

Ketiga, untuk dimensi mutasi bahwa pegawai Bandiklat yang mengalaminya 

sebagian merasakan telah sesuai dengan kompetensinya, namun pada tahun 2015 ada 

16,6% pegawai Bandiklat yang dimutasi cukup memberikan efek bagi organisasi 

tersebut, sehingga dapat disimpulkan implementasi kebijakan dalam penetapan 

mutasi telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan meskipun ada sebagian lagi yang 

belum sesuai karena faktor objektifitas . 

B. Saran 

Berdasarkan basil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan diatas 

maka peneliti menyarankan sebagai berikut : 

Pertama, pengembangan karir bagi Pegawai Negeri Sipil hendaknya menjadi 

perhatian bagi semua pihak karena garis yang tegas atas ketentuan atau peraturan 
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yang berlaku dapat diijalankan secara benar untuk menghindari terjadinya 

penyimpangan atas dasar like and disklike. 

Kedua, dengan memiliki kesempatan yang sama untuk pengembangan karir 

bagi pegawai hendaknya menjadi perhatian yang serius bagi kepala daerah 

bersama tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan supaya kekeliruan 

dalam mengambil kebijakan dapat diminimalisir. 

Ketiga, pegawai yang saat ini telah dapat mengikuti diklat, mendapatkan 

promosi ataupun di mutasi hendaknya dapat disyukuri atas karunia yang diberikan 

Tuhan kepada kita karena yakinlah bahwa apa yang dikaruniakan adalah yang 

terbaik bagi pegawai itu sendiri. 
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DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PENGEMBANGAN KARIR PNS DI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA 

LUBUKLINGGAU 
WIDY AISW ARA MADY A 

Nama: 
Nip 

1. Sepengetahuan Bapak/Ibu, Apakah seluruh PNS yang ada pada Bandiklat Lubuklinggau 

telah diberikan kesempatan mengikuti diklat ? 

2. Apakah Bapak/Ibu telah pemah mengikuti Diklat, Diklat apa saja dan berapa lama waktu 

diklat? 

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah diklat bagi PNS akan mampu meningkatkan kepribadian dan 

semangat pengabdian ? 

4. Selain peningkatan kepribadian dan semangat, apakah diklat tersebut juga mampu 

meningkatkan mutu dan kemampuan pegawai dalam bekerja maupun kepemimpinan ? 

5. Apakah dengan diklat akan berpengaruh pada kemampuan pegawai dalam melaksanakan 

tugas dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab? 

6. Sepengetahuan Bapak/lbu, apakah sudah banyak PNS pada Bandiklat yang telah 

dipromosikan untuk menduduki jabatan eselon ? 

7. Apakah seluruh pegawai yang ada di Bandiklat Lubuklinggau telah diberikan kesempatan 

untuk dipromosikan ? 

8. Apakah dalam pemberian promos1 kepada PNS di Bandiklat Lubuklinggau telah 

dilaksanakan secara objektif? 

9. Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah PNS pada Bandiklat Lubuklinggau yang telah 

dipromosikan tersebut memang dinilai layak untuk dipromosikan ? 

'· 
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10. Apakah dalam pemberian promosi kepada PNS pada Bandiklat Lubuklinggau telah 

• 
diperhatikan kriteria kelayakan dari segi penga1aman kerja, tingkat pendidikan, loyalitas, 

kejujuran, tanggung jawab, keahlianllepandaian dan prestasi kerja serta di1ihat juga dari 

kemampuan PNS yang memiliki kreatifitas dan inisiatif? 

11. Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah di Bandiklat Lubuklinggau telah dilakukan mutasi 

pegawai dalam hal penyegaran ? 

12. Menurut Bapakllbu, apakah mutasi yang dilaksanakan tersebut telah mampu menempatkan 

PNS sesuai dengan kemampuan dari PNS tersebut ? 

13. Apakah mutasi tersebut telah mampu meningkatkan semangat/gairah kerja pegawai? 
·• 

Sebagaian ada yang bertambah semangat tapi sebagian lagi ada yang kinerjanya semakin 

menurun. 

14. Apakah mutasi tersebut telah melahirkan keterampilan baru bagi pegawai ? 

15. Dengan adanya mutasi, apakah telah tercipta persaingan sehat an tar pegawai dalam hal 

peningkatan kemampuan kerja dari masing - masing pegawai yang ada di Bandiklat 

Lubuklinggau tersebut ? 

16. Apakah mutasi yang telah dilakukan tersebut telah mengacu pada peraturan perundang-

17. Apa hambatan- hambatan Y.ang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan karir PNS 

18. Apa solusi terbaik terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pengembangan karir PNS tersebut ? 
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DAFTAR WA WANCARA PENELITIAN TENTANG IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN 
PENGEMBANGAN KARIR PNS DI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA 

LUBUKLINGGAU 
WIDY AISW ARA MUDA 

Nama: 
Nip 

1. Sepengetahuan Bapak/Ibu, Apakah seluruh PNS yang ada pada Bandiklat Lubuklinggau 

telah diberikan kesempatan IJlengikuti diklat ? 

2. Apakah Bapak/Ibu telah pernah mengikuti Diklat, Diklat apa saja dan berapa lama waktu 

diklat ? 

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah diklat bagi PNS akan mampu meningkatkan kepribadian dan 

semangat pengabdian ? 

4. Selain peningkatan kepribadian dan semangat, apakah diklat tersebut juga mampu 

meningkatkan mutu dan kemampuan pegawai dalam bekerja maupun kepemimpinan? 

5. Apakah dengan diklat akan berpengaruh pada kemampuan pegawai dalam melaksanakan 

tugas dengan semangat kerj:Jsama dan tanggungjawab? 

6. Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah sudah banyak PNS pada Bandiklat yang telah 

dipromosikan untuk menduduki jabatan eselon ? 

7. Apakah seluruh pegawai yang ada di Bandiklat Lubuklinggau telah diberikan kesempatan 

untuk dipromosikan ? 

8. Apakah dalam pemberian promos1 kepada PNS di Bandiklat Lubuklinggau telah 

dilaksanak::m secara objektif? 

9. Sepengetahuan Bapak/lbu, apakah PNS pada Bandiklat Lubuklinggau yang telah 

• 
dipromosikan tersebut memang dinilai layak untuk dipromosikan ? 
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10. Apakah dalam pemberian promosi kepada PNS pada Bandiklat Lubuklinggau telah 

diperhatikan kriteria kelayakan dari segi pengalaman kerja, tingkat pendidikan, loyalitas, 

kejujuran, tanggung jawab, keahlian/lepandaian dan prestasi kerja serta dilihat juga dari 

kemampuan PNS yang memiliki kreatifitas dan inisiatif? 

11. Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah di Bandiklat Lubuklinggau telah dilakukan mutasi 

pegawai dalam hal penyegaran ? 

12. Menurut Bapak/Ibu, apakah,mutasi yang dilaksanakan tersebut telah mampu menempatkan 

PNS sesuai dengan kemampuan dari PNS tersebut? 

13. Apakah mutasi tersebut telah mampu meningkatkan semangat/gairah kerja pegawai? 

Sebagaian ada yang bertambah semangat tapi sebagian lagi ada yang kinerjanya semakin 

menurun. 

14. Apakah mutasi tersebut telah melahirkan keterampilan baru bagi pegawai? 

15. Dengan adanya mutasi, apakah telah tercipta persaingan sehat antar pegawai dalam hal 

peningkatan kemampuan kerja dari masing - masing pegawai yang ada di Bandiklat 

Lubuklinggau tersebut? 

16. Apakah mutasi yang telah di lakukan terse but telah mengacu pad a peraturan perundang-

17. Apa hambatan- hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan karir PNS 

18. Apa solusi terbaik terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pengembangan karir PNS tersebut? 
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DAFTAR WA W ANCARA PENELITIAN TENT ANG IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN 
PENGEMBANGAN KARIR PNS DI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA 

LUBUKLINGGAU 
WIDY AISWARA PERT AMA 

Nama: 
Nip 

.. 
10 Sepengetahuan Bapak/Ibu, Apakah seluruh PNS yang ada pada Bandiklat Lubuklinggau 

telah diberikan kesempatan mengikuti diklat ? 

20 Apakah Bapak/Ibu telah pemah mengikuti Diklat, Diklat apa saja dan berapa lama waktu 

diklat? 

3 0 Menurut Bapak/Ibu, apakah diklat bagi PNS akan mampu meningkatkan kepribadian dan 

semangat pengabdian ? 

40 Selain peningkatan kepribadian dan semangat, apakah diklat tersebut juga mampu 

meningkatkan mutu dan kemampuan pegawai dalam bekerja maupun kepemimpinan? 

50 Apakah dengan diklat akan berpengaruh pada kemampuan pegawai dalam melaksanakan 

tugas dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab? 

60 Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah sudah banyak PNS pada Bandiklat yang telah 

dipromosikan untuk menduduki jabatan eselon ? 

7 0 Apakah seluruh pegawai yang ada di Bandiklat Lubuklinggau telah diberikan kesempatan 

untuk dipromosikan ? 

80 Apakah dalam pemberian promos1 kepada PNS di Bandiklat Lubuklinggau telah 

dilaksanakan secara objekti(? 

90 Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah PNS pada Bandiklat Lubuklinggau yang telah 

dipromosikan tersebut memang dinilai layak untuk dipromosikan ? 
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10. Apakah dalam pemberian promosi kepada PNS pada Bandiklat Lubuklinggau telah 

diperhatikan kriteria kelayakan dari segi pengalaman kerja, tingkat pendidikan, loyalitas, 

kejujuran, tanggung jawab, keahlian/lepandaian dan prestasi kerja serta dilihat juga dari 

kemampuan PNS yang memiliki kreatifitas dan inisiatif? 

11. Sepengetahuan Bapak/Ibu, • apakah di Bandiklat Lubuklinggau telah dilakukan mutasi 

pegawai dalam hal penyegaran? 

12. Menurut Bapak/Ibu, apakah mutasi yang dilaksanakan tersebut telah mampu menempatkan 

PNS sesuai dengan kemampuan dari PNS tersebut? 

13. Apakah mutasi tersebut telah mampu meningkatkan semangat/gairah kerja pegawai? 

Sebagaian ada yang bertambah semangat tapi sebagian lagi ada yang kinerjanya semakin 

menurun. 

14. Apakah mutasi tersebut telah melahirkan keterampilan baru bagi pegawai ? 

15. Dengan adanya mutasi, ap<tkah telah tercipta persaingan sehat antar pegawai dalam hal 

peningkatan kemampuan kerja dari masing - masing pegawai yang ada di Bandiklat 

Lubuklinggau tersebut ? 

16. Apakah mutasi yang telah dilakukan tersebut telah mengacu pada peraturan perundang-

17. Apa hambatan- hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan karir PNS 

18. Apa solusi terbaik terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pengembangan karir PNS tersebut ? 
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PEDOMAN WA WANCARA PENELITIAN TENT ANG IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN 
PENGEMBANGAN KARIR PNS PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

KOTA LUBUKLINGGAU 
• 

KEP ALA BAD AN 
Nama: 
Nip 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Diklat ? 

2. Apakah Bapak/Ibu telahg pemah mengikuti Diklat? jika pemah, Diklat apa saja? 

3. Apa pengaruh Diklat bagi Bapak/Ibu dalam hal pelaksanaan tugas sebagai Abdi Negara? 

4. Apakah seluruh PNS yang ada pada Bandiklat lubuklinngau telah diberikan kesempatan 

yang seluas-luasnya untuk mengikuti Diklat? 

5. Apa-apa saja yang menjadi •faktor penghambat dalam pemberian Diklat kepada PNS pada 

Bandiklat lubuklinggau ? 

6. Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah sudah banyak PNS pada Bandiklat yang telah 

dipromosikan ? 

7. Apakah Bapak mengetahui berapa jumlah PNS pada Bandikat lubuklinggau tersebut yang 

telah dipromosikan ? 

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PNS di Bandiklat lubuklinggau tersebut yang telah diprmosikan 

dinilai memang pantas dan Jayak untuk dipromosikan ? 

9. Apa-apa saja yang menjac.li persyaratan sehingga PNS tersebut dinilai layak untuk 

dipromosikan ? 

10. Apakah seluruh PNS yang ada di Bandiklat lubuklinggau telah diberikan kesempatan untuk 

bersaing secara sehat agar dapat dipromosikan ? 

11. Apa-apa saja yang mejadi faktor penghambat dalam pemberian promosi kepada PNS di 

Bandiklat lubuklinggau ? 
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12. Apakah di Bandiklat lubuklinggau tersebut telah pemah dilakukan Mutasi ? jika pemah, 

berapa kali ? 

13. Apakah mutasi terse but rutin dilakukan setiap tahunnya ? • 

14. Apakah mutasi yang telah dilakukan tersebut telah mampu menempatkan PNS sesuai dengan 

keahliannya ? 

15. Apakah mutasi yang dilaksanakan terse but telah mengacu pad a peraturan perundang-

undangan yang berlaku ? 

16. Apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan mutasi PNS tersebut ? 
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' 
PEDOMAN WA WANCARA PENELITIAN TENT ANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PENGEMBANGAN KARIR PNS PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
KOTA LUBUKLINGGAU 

KEPALA BIDANG 
Nama: 
Nip 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Diklat ? 

2. Apakah Bapakllbu telahg pernah mengikuti Diklat? jika pernah, Diklat apa saja? 

3. Apa pengaruh Diklat bagi Bapak/lbu dalam hal pelaksanaan tugas sebagai Abdi Negara? 

4. Apakah seluruh PNS yang ada pada Bandiklat lubuklinngau telah diberikan kesempatan 

yang seluas-luasnya untuk mengikuti Diklat? 

5. Apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian Diklat kepada PNS pada 

Bandiklat lubuklinggau ? 

6. Sepengetahuan Bapakllbu, apakah sudah banyak PNS pada Bandiklat yang telah 

dipromosikan ? 

7. Apakah Bapak mengetahui berapa jumlah PNS pada Bandikat lubuklinggau tersebut yang 

telah dipromosikan ? 

8. Menurut Bapakllbu, apakah PNS di Bandiklat lubuklinggau tersebut yang telah diprrnosikan 

dinilai memang pantas dan layak untuk dipromosikan ? 

9. Apa-apa saja yang menjadi persyaratan sehingga PNS tersebut dinilai layak untuk 

dipromosikan ? 

10. Apakah seluruh PNS yang ada di Bandiklat lubuklinggau telah diberikan kesempatan untuk 

bersaing secara sehat agar dapat dipromosikan ? 

11. Apa-apa saja yang mejadi faktor penghambat dalam pemberian promosi kepada PNS di 

Bandiklat lubuklinggau ? 
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12. Apakah di Bandiklat lubuklinggau tersebut telah pemah dilakukan Mutasi ? jika pemah, 

berapa kali ? .. 

13. Apakah mutasi terse but rutin dilakukan setiap tahunnya ? 

14. Apakah mutasi yang telah dilakukan tersebut telah mampu menempatkan PNS sesuai dengan 

keahliannya ? 

15. Apakah mutasi yang dilaksanakan tersebut telah mengacu pada peraturan perundang­

undangan yang berlaku ? 

16. Apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan mutasi PNS tersebut? 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PENGEMBANGAN KARIR PNS PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

KOTA LUBUKLINGGAU 
KEPALA SUB BIDANG UMUM DAN KEPEGA W AlAN 

Nama: 
Nip 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Diklat ? 

2. Apakah Bapak/Ibu telahg pemah mengikuti Diklat? jika pemah, Diklat apa saja? 

3. Apa pengaruh Diklat bagi Bupak/lbu dalam hal pe1aksanaan tugas sebagai Abdi Negara? 

4. Apakah se1uruh PNS yang ada pada Bandik1at 1ubuk1inngau te1ah diberikan kesempatan 

yang se1uas-1uasnya untuk mengikuti Dik1at? 

5. Apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat da1am pemberian Dik1at kepada PNS pada 

Bandik1at 1ubuk1inggau ? 

6. Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah sudah banyak PNS pada Bandik1at yang te1ah 

dipromosikan? 

7. Apakah Bapak mengetahui berapa jum1ah PNS pada Bandikat 1ubuk1inggau tersebut yang 

te1ah dipromosikan ? 

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PNS di Bandik1at 1ubuk1inggau tersebut yang te1ah diprmosikan 

dini1ai memang pantas dan 1ayak untuk dipromosikan ? 

9. Apa-apa saja yang menjadi persyaratan sehingga PNS tersebut dini1ai 1ayak untuk 

dipromosikan ? 

10. Apakah se1uruh PNS yang ada di Bandik1at 1ubuk1inggau te1ah diberikan kesempatan untuk 

bersaing secara sehat agar dapat dipromosikan ? 

11. Apa-apa saja yang mejadi faktor penghambat da1am pemberian promosi kepada PNS di 
·• 

Bandik1at 1ubuklinggau ? 
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Wawancara Widyaiswara Muda 
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Wawancara dengan Widyaiswara Madya 
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Wawancara WI Pertama 
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Wawancara Dengan kasubid 
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Wawancara dengan kasubid 
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Ruang Kelas Belajar 
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Ruang Olahraga 
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Ruang Bidang Diklat Fungsional 
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Ruang Kesehatan 
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Wawancara dengan Staf 
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Ruang Perpustakaan 
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Ruang dan Staf Sekretariat 
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Ruang Diklat Struktural 
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Ruang Widyaiswara 
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Asrama 
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Menimbang: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 43 T AHUN 1999 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 T AHUN 1974 

TENT ANG POKOK-POKOK KEPEGA W AlAN 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasioanal untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, 
berperadaban modem, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang 
merupakan unsur aparatur negara yang brtugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan 
secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan 
tugas secara pro fesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

c. bahwa untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada huruf b, diperlukan upaya 
meningkatkan manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Pegawai Negeri; 

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengubah Undang-undang 
Nom or 8 T ahun 197 4 ten tang Pokok-pokok Kepegawaian; 

Mengingat: 
I. Pasal 5 ayat (I), Pasal 20 ayat (I), Pasal 27 ayat (I), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ); 
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 

60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 
1974 TENT ANG POKOK-POKOK KEPEGA WAIAN 

Pasall 
Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, diubah 
sebagai berikut: 
I. Judul BAB I dan ketentuan Pasal I menjadi berbunyi sebagai berikut: 

'"BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
I. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang 

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau 
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan 
memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan 
hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang. 

5. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang­
undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan 
kepaniteraan pengadilan. 
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8. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, 
efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang 
meliputi perencanaan, pengaduan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, 
kesejahteraan, dan pemberhentian." 

2. Judul BAB II, ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut: 
BABII 

JENIS, KEDUDUKAN, KEWAllBAN, DAN HAK PEGA WAI NEGERI 
Bagian Pertama 

(1) Pegawai Negeri terdiri dari: 
a Pegawai Negeri Sipil; 

Jenis dan Kedudukan 

Pasal 2 

b. Anggota Tentara Nasionallndonesia; dan 
c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) huruf a, terdiri dari: 
a Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan 
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

(3) Di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat 
mengangkat pegawai tidak tetap. 

Pasal 3 
(I) Pegawai Negeri berkedudukan sebgai unsur aparatur negara yang bertugas utntuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, 
pemerintahan, dan pem bangunan. 

(2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai negeri harus netral dari 
pengaruh semua golongan dan partai serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 

(3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri 
dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 

Bagian kedua 
Kewajiban 

Pasa14 
Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan 
Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia" 

3. Ketentuan Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut: 

"Pasa17 
(I) Setiap Pegawai Negeriu berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan 

tanggungjawabnya. 
(2) Gaji yang diterima oleh Pegawai negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin 

kesejahteraannya. 
(3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah." 

4. Judul Bagian Keempat BAB II dan Ketentuan Pasal II menjadi berbunyi sebagai bcrikut: 

"Bagian Keempat 
Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara 

Pasalll 
(I) Pejabat Negara terdiri atas: 

a Presiden dan Wakil Presiden; 
b. Ketua, Wakil Ketua, dn Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 
d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil 

Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan; 
e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; 
£ Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 
g. Menteri, danjabatan yang setingkat Menteri; 
h. Kepala Pcrwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar 
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k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang. 
(2) Pegawai negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama 

menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. 
(3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan 

organiknya 
(4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat 

diangkat kern bali dalam jabatan organiknya." 

5. Judul BAB III, Ketentuan Pasal 12, dan Pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut : 

"BAB III 
MANAJEMEN PEGA WAI NEGERI SIPIL 

Bagian Pertama 
Tujuan Manajemen 

Pasall2 
(I) Manajemn Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 

pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. 
(2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui 
pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi 
ketja 

Bagian Kedua 
Kebijaksanaan Manajemen 

Pasal 13 
(I) Kebijaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, 

pengangkatan, peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, 
pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum. 

(2) Kebijaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada pada 
Presiden selaku kepala pemerintahan. 

(3) Untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 
memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komisi Kepegawaian Negara yang ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden. 

(4) Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terdiri dari dua anggota tetap yang 
berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi, serta 3 (tiga) anggota tidak tetap yang kesemuanya 
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

(5) Ketua dan Sekretaris Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), secara ex officio 
menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

(6) Komisi Kepegawaian Negara bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan." 

6. Ketentuan Pasal I 5 menjadi berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal 15 
( 1) Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi. 
(2) Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, 

sifat dan beban kelja yang harus dilaksanakan." 

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) menjadi berbunyi sebagai berikut: 

"(2) Setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi 
Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan." 

8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu pasal, yakni pasal 16 A berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal 16A 
(1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dapat 

mengangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang 
menunjang kepentingan Nasional. 

(2) Persyaratan, tata cara dan pengangkatan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." 

9. Ketentuan Pasal 17 menjadi berbunyi sebagai berikut : 
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(2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme 
sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja danjenjang pangkat yang ditetapkan untukjabatan itu serta syarat 
objektiflainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan go Iongan. 

(3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal. 

I 0. Ketentuan Pasal 19 dihapus. 

11. Ketentuan Pasal 20 menjadi berbunyi sebagai berikut : 

"Pasa120 
Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan 
pangkat diadakan penilaian prestasi kerja" 

12. Ketentuan Pasal22, Pasal23, Pasal24, Pasal25 dan Pasal26 menjadi berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal22 
Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat 
diadakan perpindahanjabatan, tugas dan/atau wilayah kerja. 

Pasal23 
( 1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia 
(2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena: 

a atas permintaan sendiri; 
b. mencapai batas usia pensiun; 
c. perampingan organisasi pemerintah; atau 
d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri 

sipil. 
(3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena: 

a melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran 
sumpah!janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 
1945, Negara dan Pemerintah; atau 

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 
4 (em pat) tahun. 

( 4) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan 
hormat karena : 
a dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

karena melakukan tindak pi dana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (em pat) tahun atau lebih; atau 
b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat. 

(5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena: 
a melanggar sumpah!janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada 

Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah; 
b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam 

kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; atau 
c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan 
yang ada hubungannya denganjabtan. 

Pasal24 
Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan 
tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap, dikenakan pemberhentian sementara 

Pasal25 
( 1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan o1eh Presiden. 
(2) Untuk memperla.ncar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada 
pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada daerah yang diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

(3) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggiffinggi Negara, Sekretaris Jenderal Departemen, 
Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, danjabatan setingkat, ditetapkan oleh Presiden. 

Bagian Kelima 
Sumpah, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin 
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(I) Setiap CaJon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib 
mengucapkan sumpah/janji. 

(2) Susunan kata-kata sumpahljanji adalah sebagai berikut: 

Demi Allah, saya bersumpahlberjanji: 
bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada 

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; 
bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakantugas 

kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; 
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai 
Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutarnakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, 
seseorang atau go Iongan; 

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya 
rahasiakan; 

bahwa say a, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara." 

13. Ketentuan pasa130, Pasal31, dan Pasal32 menjadi berbunyi sebagai berikut: 

Pasal30 
(1) Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan 

dengan Pasal27 ayat (I) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. 
(2) Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Keenam 
Pendidikan dan Pelatihan 

Pasal31 
(I) Untuk mencapai day a gun a dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihanjabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningktkan 
pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Ketujuh 
Kesejahteraan 

Pasal32 
(I) Untuk meningkatkan kegairahan beketja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. 
(2) Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi program pensiun dan tabungan hari 

tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan asuransi pendidikan bagi putra putri Pegawai Negeri 
Sipil. 

(3) Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri Sipil 
wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya 

( 4) Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan, Pemerintah 
menanggung subsidi dan iuran. 

(5) Besamya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 

(6) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan." 

14. Ketentuan Pasal 34 menjadi berbunyi sebagai berikut : 

"Pasa134 
(I) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk 

Badan Kepegawaian Negara 
(2) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil 

mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi 
kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, 
mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan bimbingan 
teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. 

15. Di antara Pasal 34 dan Pasal35 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 34A berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal34 A 
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian 
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16. Ketentuan Pasal35 menjadi berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal35 
(I) Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. 
(2) Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil 

diselesaikan rnelalui upaya banding administratifkepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. 
(3) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

17. Judul BAB IV dan ketentuan pasal37 menjadi berbunyi sebagai berikut: 

"BABIV 
MANAJEMEN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA 

DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

Pasal37 
Manajemen Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, masing­
rnasing diatur dengan Undang-undang tersendiri." 

Pasal II 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam 
Lernbaran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal30 September 1999 
MENTER! NEGA RA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

MULADI 

Disahkan di Jakarta 
Pada tanggal 30 September 1999 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA T AHUN 1999 NOMOR 169 
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I. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 43 T AHUN 1999 

TENTANG 
PERUBAHAN AT AS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG 
POKOK-POKOK KEPEGA WAIAN 

I. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada 
kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan nasioanl yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, 
demokratis, adil, makmur, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur 
negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan 
merata kepada masyarakat dengan dilandasi dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan undang­
undang Dasar 1945. 

2. Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada daerah, Pegawai Negeri 
berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara 
profesional dan bertanggung jawab dalarn menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta 
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

3. Sebagai bagian dari pembinaan Pegawai Negeri, pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan dengan 
sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada kepaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang 
dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang kepada Pegawai 
Negeri Sipil yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional dan 
berkompetisi secara sehat. Dengan demikian pengangkatan dalam jabatan harus didasarkan pada sistem 
prestasi kerja yang didasarkan atas penilaian obyektif terhadap prestasi, kompetensi dan pelatihan Pegawai 
Negeri Sipil. Dalam pembinaan kenaikan pangkat, disamping berdasarkan sistem prestasi kerja juga 
diperhatikan sistem karier. 

4. Manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, dengan menerapkan norma, standar, dan 
prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji, dan program 
kesejahteraan serta pemberhentian yang merupakan unsur dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, baik 
Pegawai Negeri Sipil pusat maupun Pegawai Negeri !ipil daerah. Dengan adanya keseragaman tersebut, 
diharapkan akan diciptakan kualitas Pegawai Negeri Sipil yang seragam di seluruh Indonesia. Di samping 
memudahkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian, manajemen yang seragam dapat pula 
mewujudkan keseragaman perlakuan danjaminan kepastian hukum bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil. 

5. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah harus didorong 
desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah. Untuk memberi landasan yang kuat bagi pelaksanaan 
desentralisasi kepegawaian tersebut, diperlukan adanya pengaturan kebijaksanaan manajemen Pegawai 
Negeri Sipil secara nasional tentang norma, standar dan prosedur yang sama dan bersifat nasioanal dalam 
setiap unsur manajemen kepegawaian. 

6. Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin 
keutuhan, kekompakan dan persatuan pegawai negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, 
pikiran dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi 
anggota dan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau 
pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. Pemberhentian tersebut dapat 
dilakukan dengan hormat atau dengan tidak hormat. 

7. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri, dalam Undang-undang ini 
ditegaskan bahwa pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja 
dan tanggung jawabnya. Untuk itu Negara dan Pemerintah wajib mengusahakan dan memberikan gaji yang 
adil sesuai standar yang layak kepada Pegawai Negeri. Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas 
prestasi keija Pegawai Negeri yang bersangkutan. Pada umumnya sistem penggajian dapat digolongkan 
dalam dua sistem, yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Sistem skala tunggal adalah sistem 
penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau 
kurang memperhatikan sifat pekeijaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Sistem 
skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, 
tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya 
tanggung jawab pekeijaannya. Selain kedua sistem penggajian tersebut dikenal juga sistem penggajian 
ketiga yang disebut sistem skala gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan 
sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, gaji JX)kok ditentukan sama bagi pegawai negeri yang 
berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri yang memikul tanggung 
jawab yang Iebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan 
pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus-menerus. 
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maupun jabatan fungsional merupakan jabatan karier yang hanya dapat diisi atau diduduki oleh Pegawai 
Negeri Sipil, dan/atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

9. Setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar sebagai 
Pegawai Negeri Sipil sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri 
Sipil dilakukan secara obyektifhanya untuk mengisi formasi yang lowong. 

10. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural ataujabatan fungsional harus dilakukan secara 
obyektif dan selektif, sehingga menumbuhkan kegairahan untuk berkompetisi bagi semua Pegawai Negeri 
Sipil dalam meningkatkan kemampuan profesionalismenya dalam rangka memberikan pelayanan yang 
terbaik kepada masyarakat. 

1 I. Untuk dapat melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pemikiran tersebut, perlu 
mengubah beberapa ketentuan Undang-undang Nom or 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. 

11. PASAL DEMI PASAL 

Pasall 
Pasall 
Cukupjelas 
Pasal2 
Ayat(l) 
Hurufa 
Cukupjelas 
Hurufb 
Ketentuan mengenai anggota Tentara Nasional Indonesia, diatur dengan undang-undang. 
Hurufc 
Ketentuan mengenai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur dengan Undang-undang. 
Ayat (2) 
Hurufa 
Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil pusat ialah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, 
Kesekretariatan Lembaga Tertinggiffinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten!Kota, 
Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya 
Hurufb 
Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten!Kota 
yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau 
dipekerjakan di Iuar instansi induknya Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang 
diperbantukan di Iuar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan 
tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan 
dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri. 
Pasal3 
Cukupjelas 
Pasal4 
Cukupjelas 
Pasal7 
Ayat (I) 
Yang dimaksud dengan gaji yang adil dan layak adalah bahwa gaji Pegawai Negeri harus mampu memenuhi 
kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran 
dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. 
Ayat (2) 
Cukupjelas 
Ayat (3) 
Pengaturan gaji Pegawai Negeri yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan, baik antar 
pegawai negeri maupun antara pegawai negeri dengan swasta Sedangkan gaji yang layak dimaksudkan untuk 
menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas pegawai negeri. 
Pasalll 
Ayat (I) 
Urutan pejabat Negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan ini tidak berarti menunjukkan tingkatan kedudukan 
dari pejabat tersebut. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hakim pada Badan Peradilan adalah hakim yang 
berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Agama 
Ayat (2) 
Cukup Jelas 
Ayat (3) 
Yang dimaksud pejabat negara tertentu adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada 
Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada semua Badan Peradilan; Ketua, Wakil Ketua 
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Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal12 
Ayat (I) 
Cukupjelas 
Ayat (2) 
Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekeija, maka perlu 
dilaksanakan pembinaan R:gawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem 
karir yang dititikberatkan pada sistem kerja Dengan demikian akan diperoleh penilaian yang objektif terhadap 
kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, 
maka sistem pembinaan karir yang harus dilaksanakan adalah sistem pembinaan karir tertutup dalam arti negara 
Dengan sistem karir tertutup dalam arti negara, maka dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari 
Departemen I Lembaga I Propinsi I Kabupaten I Kota yang satu ke Departemen I Lembaga I Propinsi I Kabupaten I 
Kota yang lain atau sebaliknya, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat manajerial. 
Pasal13 
Ayat (I) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukupjelas 
Ayat (3) 
Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah Komisi yang bertugas membantu 
Presiden dalam : 
a. Merumuskan kebijaksanaan urn urn kepegawaian; 
b. Merumuskan kebijaksanaan penggajian dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil; dan 
c. Memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan 

struktural tertentu yang menjadi wewenang Presiden. 
Untuk dapat melaksanakan tugas pokok terse but secara objektit~ maka kedudukan Komisi adalah independen. 
Ayat (4) 
Anggota tetap diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior dari instansi pemerintah atau perguruan tinggi dan staf 
senior dari badan kepegawaian negara, sedangkan anggota tidak tetap diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior dari 
departemen terkait, wakil organisasi Pegawai Negeri, dan wakil dari tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian 
yang diperlukan oleh Komisi. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukupjelas 
Pasal15 
Ayat(l) 
Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk melaksanakan 
tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan 
berdasarkan beban kerja suatu organisasi. 
Ayat (2) 
Formasi ditetapkan berdasarkan perkiraan beban kerja dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan 
macam-macam pekeijaan, rutinitas pekeijaan, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan hal-hal lain 
yang mempengaruhi jumlah dan sumber day a manusia yang diperlukan. 
Pasa116 
Ayat (2) 
Ketentuan ini menegaskan bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas syarat-syarat objektifyang 
telah ditentukan dan tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, go Iongan atau daerah. 
Pasal16 A 
Ayat (1) 
Pengangkatan langsung menjadiPegawai Negeri Sipil, dilaksanakan secara sangat selektif bagi mereka yang 
dipandang telah beijasa dan diperlukan bagi negara. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasa117 
Ayat (1) 
Yang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah 
jabatan karir. Jabatan karir adalah jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh 
Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jabatan karir 
dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan sutruktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah 
jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas 
disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, 
pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Yang dimaksud dengan (liilgkat adalah kedudukan yang 
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Yang dimaksud dengan syarat objektif lainnya antara lain adalah displin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, 
keijasama dan dapat dipercaya. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal20 
Cukup jelas. 
Pasal22 
Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan dan 
kemampuan, maka perlu diadakan perpindahan jabatan, tugas dan wilayah keija bagi Pegawai Negeri Sipil terutarna 
bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya 
Pasal23 
Ayat (I) 
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan tabungan hari tua. 
Ayat (2) 
Diberhentikan dengan hormat apabila tenaganya tidak diperlukan oleh pemerintah atau hal-hal lain yang dapat 
mengakibatkan yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. 
Ayat (3) 
Diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan tergantung kepada berat ringannya pelanggaran atau 
memperhatikanjasa-jasa dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 
Ayat (4) 
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung pada 
berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan 
pengabdiannya. 
Ayat (5) 
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak menerima pensiun. 
Pasal24 
Untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang disangka oleh pejabat yang berwajib 
melakukan tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara sampai adanya putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pemberhentian sementara tersebut adalah pemberhentian sementara 
dari jabatan negeri bukan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil. Apabila pemeriksaan oleh yang 
berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan 
ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bersalah, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut 
direhabilitasikan terhitung sejak ia dikenakan pemberhentian sementara. Rehabilitasi yang dimaksud mengandung 
pengertian bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diaktifkan dan dikembalikan pada jabatan semula. 
Apabila setelah pemeriksaan oleh pengadilan telah selesai dan temyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 
bersalah dan oleh sebab itu dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberhentikan dengan memperhatikan 
ketentuan Pasal 23 ayat (3) hurufb, ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf c. 
Pasal25 
Ayat (I) 
Cukupjelas 
Ayat (2) 
Ketentuan mengenai pendelegasian atau penyerahan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah menjadi 
norma, standar dan prosedur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 
Ayat (3) 
Jabatan-jabatan yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan jabatan-jabatan karier tertinggi. Oleh karena itu 
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 
Pasa126 
Ayat (I) 
Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni : 
a diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam; 
b. diakhiri dengan ucapan "semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan!Katolik; 
c. diawali dengan ucapan "Om atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; dan 
d. diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Buddha" untuk penganut agama Buddha. 
Ayat (2) 
Cukupjelas 
Pasal30 
Cukupjelas 
Pasa131 
Ayat(l) 
Pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan agar 
terjamin keserasian pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Pengaturan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan jabatan 
meliputi kegiatan perencanaan, termasuk perencanaan anggaran, penentuan standar, pemberian akreditas, penilaian, 
dan pengawasan. 
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menciptak:an dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik; dan 
membina dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik; dan 
membina karier Pegawai Negeri Sipil. 
Pada pokoknya pendidikan dan pelatihan jabatan dibagi 2 ( dua), yaitu pendidikan dan pelatihan prajabatan dan 
pendidikan dan pelatihan dalam jabatan: 
Pendidikan dan Pelatihan prajabatan (pre service training) adlah suatu pelatihan yang diberikan kepada CaJon 
Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan agar ia dapat terampil melak:sanak:an tugas yang dipercayak:an kepadanya; 
Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan ~n service training) adalah suatu pelatihan yang bertujuan untuk 
meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan. 

Ayat(2) 
Cukupjelas 
Pasal32 
Cukupjelas 
Pasal34 
Cukupjelas 
Pasai34A 
Cukupjelas 
Pasal35 
Ayat (I) 
Cukupjelas 
Ayat (2) 
Pegawai Negeri Sipil golongan tertentu yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri dan pemberhentian tidak: dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan upaya 
banding administratifke Badan Pertimbangan Kepegawaian. 
Ayat (3) 
Cukupjelas 
Pasal37 
Cukupjelas 
Pasal II 
Cukupjelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3890 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
l 

NOMOR 101 TAHUN 2000 
TENTANG 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN 
PEGAWA1 NEGERI SIPIL 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang 
mewujudkan 
kompetensi 

: a. bahwa sesuai dengan tuntutan nasiona1 dan tantangan global 
kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang 

jabatan dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan; 

untuk 
memiliki 

b. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki 
kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian 
dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, 
pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara 
menyeluruh; 

c. bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil mengacu pada 
kompetensi jabatan; 

dan 
yang 

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu mengatur kembali 
ketentuan tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan 
Pegawai Negeri Sipil. 

Mengingat 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI 
NEGERI S I PIL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan 

1. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka 
men1ngkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. 

2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga 
Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk 
dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Ncmor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 
1999. 

4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

f!le ///FI/Peraturan _peraturan!Kumpu\an%20Peraturan%20Pemenntah/pp 101-2000 htm (I of 8) [27/05/2009 20·15 18] 

42525.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



fde ///FifPeraturanyeraturan/Kumpulan%20Peraturan%20Pemenntahlpp I 01-2000 htm 

wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara. 

5. Pejabat 
Kepolisian 

pembina kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Kepala 
Negara, Pimpinan Lembapa Pemerintah Non Departemen, Sekretaris 

Negara, Sekretaris Kabinet, .Sekretaris Militer, Sekretaris 
Sekretaris Wakil Presiden, Pimpinan Kesekretariatan 
Tertinggi/Tinggi Negara, Gubemur dan Bupati/Walikota. 

Presiden, 
Lembaga 

6. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali 
adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab 
atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta 
pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat. 

7. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah 
Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas 
pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Dikiat. 

8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintah yang 
bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

9. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh 
Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung Jawab, wewenang untuk 
mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pacta lembaga Diklat Pemerintah. 

10. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pacta Departemen, Lembaga 
Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan 
Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat. 

BAB II 
TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT 

Pasal 2 
Diklat bertujuan : 

a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat 
melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian 
dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi; 

b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat 
persatuan dan kesatuan bangsa; 

c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada 
pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; 

d. menciptakan kesamaan visi da1; dinamika pola pikir dalam melaksanakan 
tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan 
yang baik. 

Pasal 3 

Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai 
dengan persyaratan jabatan masing-masing. 

BAB III 
JENIS DAN JENJANG DIKLAT 

Pasal 4 

Jenis Diklat terdiri dari 
a. Diklat Prajabatan; 
b. Diklat Dalam Jabatan. 

Pasal 5 

(1) Diklat Prajabatan merupakan S)~rat pengangkatan CPNS menjadi PNS. 

(2) Diklat Prajabatan terdiri dari : 
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a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menJadi PNS Golongan I; 

b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II; 

c. Diklat Prajabatan Golongan III ~ntuk menjadi PNS Golongan III. 

Pasal 6 

(1) CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 
(dua) tahun setelah pengangkatannya sebagal CPNS. 

(2) CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai 
PNS. 

Pasal 7 

Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka 
pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping 
pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, 
bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan 
perannya sebagai pelayan masyarakat. 

Pasal 8 

(1) Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan 
keterampilan, dan sikap PNS ~gar dapat melaksanakan 
pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. 

Diklat Dalam Jabatan terdiri dari: 

a. Diklat Kepemimpinan; 
b. Diklat Fungsiona1; 
c. Diklat Teknis. 

Pasal 9 

pengetahuan, 
tugas-tugas 

Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk 
mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang 
sesuai dengan jenjang jabatan struktural. 

Pasal 10 

Diklatpim terdiri dari : 

a. Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon 
IV; 

b. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon 
III; 

c. Dikaltpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon 
I I; 

d. Dlklatpim Tingkat 1 adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I. 

Pasal 11 

(1) Dlklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi 
yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing. 

(2) Jenis dan jenjang Diklat Fungsional 
fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat 
Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan. 

Pasa1 12 

untuk masing-masing 
(1) ditetapkan oleh 

jabatan 
instansi 

(1) Dik1at Teknis dilaksanakan unt~k mencapai persyaratan kompetensi teknis 
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yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. 

( 2) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan 
secara berjenjang. 

(3) Jenls dan Jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (2) ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan . 

• BAB IV 
PESERTA DIKLAT 

Pasal 13 

Peserta Diklat Prajabatan adalah semua CPNS. 

Pasal 14 

(l) Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan 
Struktural. 

(2) PNS yang akan mengikuti Diklatpim Tingkat tertentu tidak dlpersyaratkan 
mengikuti Diklatpim Tingkat di bawahnya. 

Pasal 15 

Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan 
Fungsional tertentu. 

J?.asal 16 

Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi 
teknis dalam pelaksanaan tugasnya. 

BAB V 
KURIKULUM DAN METODE DIKLAT 

Pasal 17 

(1) Kuriku1um Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan. 

( 2) Penyusunan dan 
melibatkan pengguna 

pengembangan kurikulum Diklat dilakukan 
lulusan, penyelenggara Diklat, peserta dan 

Diklat, serta unsur ahli lain. 

dengan 
alumni 

(3) Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim ditetapkan oleh Instansi 
Pemblna. 

(4) Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan 
Fungsional. 

(5) Kurikulum Diklat Teknis dltetapkan oleh instansi teknis yang 

bersangkutan. 

Pasal 18 

Metode Diklat disusun sesuai dengan tujuan dan program Diklat bagi orang 
dewasa. 

BAB VI 
TENAGA KEDIKLATAN 

Pasal 19 

Tenaga kediklatan terdiri dari 
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a. Widyalswara; 
b. Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah; 
c. Tenaga kediklatan lainnya. 

BAB VII 
SARANA DAN PRASARANA DIKLAT 

Pasal 20 

(1) Sarana dan prasarana Diklat ditetapkan sesuai dengan jenis Diklat dan 
jumlah peserta Diklat. • 

(2) Instansi Pembina menetapkan standar kelengkapan sarana dan prasarana 
Diklat. 

BAB VIII 
PENYELENGGARAAN DIKLAT 

Pasal 21 

(l) Diklat dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal. 

(2) Penyelenggaraan diklat secara klasikal dilakukan dengan tatap muka. 

(3) Penyelenggaraan Diklat secara non klasikal dapat dilakukan 
pelatihan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pe1atihan 
sistem jarak jauh. 

Pasal 22 

dengan 
dengan 

(1) Diklat Prajabatan dilaksanal~n oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang 
terakreditasi. 

(2) Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, dan Dik1atpim Tingkat II 
dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi. 

(3) Diklatpim Tingkat I di1aksanakan oleh Instansi Pembina. 

(4) Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh lembaga Diklat 
yang terakreditasi. 

BAB IX 
PEMBIAYAAN DIKLAT 

Pasal 23 

Pembiayaan Dik1at dibebankan pada anggaran instansi masingmasing. 

BAB X 

PENGENDALIAN DIKLAT 
Pasal 24 

Instansi Pengendali bertugas melakukan: 

a. pengembangan dan penetapan standar kompetensi jabatan; 
b. pengawasan standar kompetensi jabatan; 
c. pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat. 

Pasal 25 

Pejabat pembina kepegawaian melakukan pemantauan dan penilaian secara 
periodik tentang kesesuaian antara penempatan lulusan dengan jenis Diklat 
yang telah diikuti serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pengendali. 
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BAB XI 

PEMBINAAN DIKLAT 

Pasal 26 

(1) Instansi Pembina bertanggung jawab atas pembinaan Diklat secara 
keseluruhan. 

(2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui: 

a. penyusunan pedoman Diklat; 
b. bimbingan dalam pengembangan kurikulum Diklat; 
c. bimbingan dalam penyelenggaraan. Diklat; 
d. standarisasi dan akreditasi Diklat; 
e. standarisasi dan akreditasi widyaiswara; 
f. pengembangan sistem informal Diklat; 
g. pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat; 
h. pemberian bantuan teknis melalui konsultansi, bimbingan di tempat kerja, 
kerja sama dalam pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat. 

Pasal 27 

Pejabat pembina kepegawaian melakukan : 

a. identifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis Diklat yang sesuai 
dengan kebutuhan instansinya; 

b. evaluasi penyelenggaraan dan kesesuaian Diklat dengan kompetensi jabatan 
serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pembina. 

Pasal 28 

(l) Pembinaan Diklat Fungsional di.l.aksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan 
Fungsional dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina. 

(2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dilakukan melalui: 

a. penyusunan pedoman Diklat; 
b. pengembangan kurikulum Diklat; 
c. bimbingan penyelenggaraan Diklat; 
d. evaluasi Diklat. 

Pasal 29 

(1) Pembinaan Diklat Teknis dilakukan oleh Instansi Teknis yang 

bersangkutan dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina. 

(21 Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui: 

a.penyusunan pedoman Diklat; 
b.pengembangan kurikulum Diklat; 
c.bimbingan penyelengaraan Diklat; 
d.evaluasi Diklat. 

BAB XII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 30 

Dalam rangka penyamaan visi, misi, dan strategi tentang kebijaksanaan 
nasional bagi pejabat karier yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan 
Pejabat Politik, diselenggarakan program Pengembangan Eksekutif Nasional 
(PEN) oleh Instansi Pembina. 
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f1le ///FifPeraturan _peraturan!Kumpulan%20Peraturan%20Pemerintah/pp I 0 1·200fl.htm 

Pasal 31 

(1) Diklat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat diikuti pula 
oleh Pejabat pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan peserta tamu dari 
negara-negara sahabat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan 
masing-masing dan ditetapkan oleh Instansi Pembina. 

(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan PNS dalam Diklat yang 
di luar Instansi atau di luar negeri diatur tersendiri 
Pembina. 

BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 32 

(1) Penyelenggaraan Diklat yang sedang berlangsung pada 
Pemerintah ini mulai diberlakukan, tetap dilaksanakan 
ketentuan yang berlaku sebelumnya• 

diselenggarakan 
oleh Instansi 

saat Peraturan 
sesuai dengan 

(2) Penyetaraan 
Jabatan sebelum 
berikut : 

bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat Dalam 
diberlakukannya Peraturan Pemerintah lni diatur sebagai 

a.Diklat ADUM setara dengan Diklatpim Tingkat IV; 

b.Diklat SPAMA setara dengan Diklatpim Tingkat III; 

c.Diklat SPAMEN setara dengan Diklatpim Tingkat II; 

d.Diklat SPATI setara dengan Diklatpim Tingkat I. 

(3) Bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus SESPA/SESPANAS dianggap telah 
mengikuti dan lulus Diklatpim Tingkat II dan Diklatpim Tingkat I. 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

' Fasal 33 

Ketentuan lebih lanjut 
Pemerintah ini diatur 
Instansi Penyelenggara 
dengan bidang tugasnya. 

yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan 
oleh Instansi Pengendali, Instansi Pembina, dan 
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai 

Pasal 34 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 
14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

Pasal 35 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap 
Pemerintah 
Indonesia. 

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 

., 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Nopember 2000 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
ABDURRAHMAN WAHID 
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Dlundangkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Nopember 2000 
SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
DJOHAN EffENDI 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 198 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II 

Edy Sudibyo 

file //IFI/Peraturan_peraluran/Kumpulan%20Peraturan%20Pemerintahlpp 101·2000 htm (8 of 8) [27/05/2009 20 15 18) 

42525.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Menimbang: 

PRESIOEN 
RE.I'UBLIK INOONE.SlA 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 2002 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DALAM JABATAN STRUKTURAL 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, 
dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dengan Peraturan 
Pemerintah; 

Mengingat: 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Tahun 197 4 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas 
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851 ); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerar 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 

7. Peraturan Pemerintah Nomot 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan 
Lembaran Negara 4014 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran 
Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran 
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Negara Nomor 4018); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATA? PERATURAN 
PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI 
NEGERI SJPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural diubah, sebagai berikut: .. 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal3 

(1) Eselon tertinggi sampai dengan eselon terendah dan jenjang pang kat 
untuk setiap eselon adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 
Peraturan Pemerintah ini. 

(2) Penetapan eselon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ). ditetapkan 
berdasarkan penilaian atas bobot tugas, tanggung jawab, dan wewenang. 

(3) Penetapan eselon V dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Penetapan eselon V sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
dilaksanakan dengan memperhatikan : 

a. kebutuhan orga.nisasi; 

b. rentang kendali; 

c. kondisi geografis; 

d. karakteristik tugas pokok dan fungsi jabatan yang berhubungan 
langsung dengan pelayanan kepada masyarakat." 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal7 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural 
harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai 
dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. 

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan kompetensi 
jabatan struktural tertentu dapat diberikan sertifikat sesuai dengan pedoman 
yang ditetapkan ol~h instansi pembina dan instansi pengendali serta 
dianggap telah meng1kuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 
yang dipersyaratkan untuk jabatan tersebut." 

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 7 A, yang 
berbunyisebagaibeMkut: 

"Pasal7 A 
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Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan 
struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 
(dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya kecuali 
pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden." 

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut 

"Pasal16 

(1) Ketua dan Sekretaris Baperjakat lnstansi Pusat adalah pejabat eselon I dan 
pejabat eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang 
kepegawaian dengan anggota pejabat eselon I lainnya. 

(2) Bagi lnstansi Pusat yang hanya terdapat 1 (satu) pejabat eselon I, Ketua dan 
Sekretaris Baperjakat adalah pejabat eselon II dan pejabat eselon Ill yang secara 
fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan anggota pejabat 
eselon II. • 

(3) Ketua Baperjakat lnstansi Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi 
dengan anggota para pejabat eselon II, dan Sekretaris dijabat oleh pejabat eselon 
Ill yang membidangi kepegawaian. 

(4) Ketua Baperjakat lnstansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten/Kota dengan anggota para pejabat eselon II, dan Sekretaris dijabat 
oleh pejabat eselon Ill yang membidangi kepegawaian. 

(5) Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat 
diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya." 

Pasal II 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia . . 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 17 April 2002 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 17 April 2002 

SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BAMBANG KESOWO 
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I. UMUM 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 33 

• 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET Rl 

Kepala Biro Peraturan 
Perundang-undangan II 

Edy Sudibyo 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 2002 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 
PERATURAHPEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DALAM JABATAN STRUKTURAL 

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang netral, 
mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesional, dan bertanggung jawab da 
melaksanakan tugas serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang 
Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. 

Sejalan dengan hal tersebut, Pegawai Negeri Sipil perlu diperhatikan kualitas profesionalisme 
dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. 

Seiring dengan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil tersebut, sistem pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil dalaiT.l jabatan struktural yang ada selama ini berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabat 
Struktural, perlu untuk disesuaikan kembali agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna 
dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarak; 
dimaksud. 

Penyempurnaan sistem pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural meliputi 
pengaturan kembali mengenai eselon tertinggi sampai dengan eselon terendah Pegawai Negeri 
Sipil, pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 
jabatan struktural untuk menduduki jabatan struktural setingkat lebih tinggi dan keanggotaan 
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. 

II. PASAL DEMJ PASAL 

Pasall 

Pasal3 
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Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal7 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasai7A 

Cukup jelas 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat(4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Pasalll 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4194 

LAMP IRAN 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 13TAHUN2002 
TANGGAL: 17 APRIL 2002 

Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang 

No Eselon Terendah 

Pang kat 

Ia 
Pembina Utama 

2 lb Pembina Utama Madya 

3 II a Pembina Utama Muda 

4 II b Pembina Tingkat I 

5 Ill a Pembina 

6 Ill b Penata Tingkat I 

7 IVa Penata 

8 IV b Penata Muda Tingkat I 

9 v Penata Muda 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

LAMP IRAN 

Goi/Ruang 

IV/e 

IV/d 

IV/c 

IV/b 

IV/a 

111/d 

111/c 

111/b 

Ill/a 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 13 TAHUN 2002 
TANGGAL: 17 APRIL 2002 

Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang 

No Eselon Terendah 

Pang kat 
Goi/Ruang 

Ia Pembina Utama IV/e 

2 lb Pembina Utama Madya IV/d 

Tertinggi 

Pang kat 

Pembina Utama 

Pembina Utama 

Pembina Utama Madya 

Pembina Utama Muda 

Pembina Tingkat I 

Pembina 

Penata Tingkat I 

Penata 

Penata Muda Tingkat I 

Tertinggi 

Pang kat 

Pembina Utama 

Pembina Utama 

Goi/Ruang 

IV/e 

IV/e 

IV/d 

IV/c 

IV/b 

IV/a 

111/d 

111/c 

111/b 

Goi/Ruang 

IV/e 

IV/e 
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3 II a 
Pembina Utama Muda 

IV/c 
Pembina Utama Madya IV/d 

4 II b 
Pembina Tingkat I 

IV/b 
Pembina Utama Muda 

IV/c 

5 Ill a 
Pembina 

IV/a 
Pembina Tingkat I IV/b .. 

6 Ill b 
Penata Tingkat I 

111/d 
Pembina IV/a 

7 IVa 
Penata 

111/c 
Penata Tingkat I 

111/d 

8 IVb 
Penata Muda Tingkat I 

111/b 
Penata 

111/c 

9 Va 
Penata Muda Ill/a 

Penata Muda Tingkat I 
111/b 

10 Vb 
Pengatur Tingkat I 11/d 

Penata Muda 
Ill/a 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA: 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 
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Menimbang 

Mengingat 

W
' 

. 

' 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR 53' TAHUN 2014 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

KOTA LUBUKLINGGAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

[ SALINAN 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 
62 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 
20 14 ten tang Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan 
Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa ka1i diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

5. Peraturan .... 
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Menetapkan 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerali, sebagaimana telah diubah dengan Perattiran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 

6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 
2014 ten tang Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau 
Tahun 2014 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS 
POKOK DAN FUNGSI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
KOTA LUBUKLINGGAU. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota 
Lubuklinggau. 

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Lubuklinggau. 

5. Badan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota 
Lubuklinggau. 

6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau. 

7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi 
Sumatera Selatan. 

8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat 
UPTB adalah unsur pelaksana op~rasional di lingkungan 
Badan yang melaksal1akan tugas teknis operasional. 

9. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai 
Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara 
periuh oleh pejabat yang berwenang unnik melaksanakan 
tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka 
mendukung tugas Pemerintahan Daerah. 

BAB ... 

-2-
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BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal2 

( 1) Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur 
pendukung tugas Walikota di bidang Pendidikan dan 
Pelatihan. 

(2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang 
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris 
Daerah. 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok 

Pasal3 

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan dan pelaksan~ kebijakan 
daerah di bidang Pendidikan dan Pdatihan dan 
melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh 
Pemerintah dan/atau pemerintah Provinsi. 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal4 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai 
fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan 
pelatihan; 

b. pemberian 
pemerintahan 
pelatihan; 

dukungan 
daerah di 

atas 
hi dang 

penyelenggaraan 
pendidikan dan 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan 
dan pelatihan; 

d. penyusunan pedoman dan pelaksanaan di bidang 
pendidikan dan pelatihan; 

e. pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis 
Badan (UPTB) dalam lingkup tugasnya; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan W alikota sesuai 
tugas pokok dan fungsinya. 

BAB ... 
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BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

PasalS 

Susunan Organisasi Badan terdiri dari : 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Program Data dan Informasi; 

2. Sub Bagian Keuangan; dan 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 
membawahkan : 

Struktural, 

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan; dan 

2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan. 

d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, 
membawahkan : 

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dasar dan 
Penjenjangan; dan 

2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Substantif. 

e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, membawahkan: 

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Administrasi 
Pemerintahan; dan 

2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen 
Publik. 

f. UPI'B; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

BABIV 
URAIAN TUGAS 

Bagian Kesatu 
Kepala Badan 

Pasal6 

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 
a, mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan 
melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang 
Pendidikan dan Pelatihan. 

Bagian ... 
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Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 7 

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan 
penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan 
urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas pokok 
seluruh organisasi di lingkungan Badan. 

Pasal8 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai 
berikut: 

a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan; 

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, 
administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; 

c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, 
keprotokolan dan hubungan masyarakat; 

d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan 
perpustakaan; 

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit ketja; 
dan · . .. 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Pasal9 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas 
sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan 
kepegawaian berdasarkan langkah-langkah 
operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun 
sebelumnya serta sumber data yang ada untuk 
menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa 
hasil ketja bawahan agar tercapai efektifitas 
pelaksanaan tugas; 

c. melaksanakan pengadministrasian naskah dinas yang 
masuk dan keluar agar terarah dan terkendali; 

d. melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam 
menata maupun membersihkan ruangan dan 
lingkungan agar terasa nyaman dan sehat dalam 
melaksanakan tugas; 

e. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan 
perlengkapan kantor, asrama dan kelas untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f.mengontrol. .. 
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f. mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan 
kantor, asrama dan kelas pada jam dinas maupun 
diluar jam dinas agar tetjamin keamanan sarana dan 
prasarana gedung/kantor; 

g. mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai 
sesuai data absensi harlan agar tersedia data bagi 
pembinaan disiplin pegawai dan pembayaran beban 
ketja; 

h. mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam 
rangka penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan, 
pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami, 
Asuransi kesehatan, Tabungan Pensiun dan Badan 
Pertimbangan Tabungan Perumahan agar tersedia 
data usulan yang valid; 

i. menyusun dan/ a tau mengkoreksi bahan usul 
kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai 
sesuai periode yang telah ditetapkan agar tepat waktu; 

j. mempersiapkan administrasi, usul pengangkatan 
dalam jabatan struktural, pensiun, cuti dan model C 
pegawai serta penetapan angka kredit pejabat 
fungsional dan Sasaran Kinetja Pegawai (SKP) agar 
tercipta tertib administrasi kepegawaian; 

k. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan 
melekat terhadap staf yang membawahinya, menilai 
prestasi ketja staf berdasarkan hasil ketja yang telah 
dicapai sebagai bahan peningkatan karier sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar 
tercipta pegawai negeri sipil yang handal, profesional 
dan bermoral; 

1. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan 
unit/instansi atau lembaga terkait untuk 
mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

m. membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian serta pelaksanaan tugas 
kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah 
dilakukan sesuai dengan sumber data yang ada 
sebagai bahan masukan atasan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai 
tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas. 

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan 
berdasarkan langkah-langkah kesekretariatan dan 
hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data 
yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan 
tugas; 

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan 
hasil ketja bawahan agar tercapai 
pelaksanaan tugas; 

memeriksa 
efektifitas 

c. menyusun ... 

- 6-

42525.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



c. menyusun danfatau mengoreksi rencana anggaran 
pendapatan dan belanja Badan agar terwujud 
pengelolaan keuangan yang transparan dan 
akuntabel; 

d. meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan 
pendapatan sesuai rencana agar terwujud pencapaian 
penerimaan sesuai target; 

e. rnernverifi.lqtsi a.Jlggaran penerimaan dan pengebJ.~a.Jl 
Badan sesuai dengan data keuangan yang akuntabel ; 

f. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan 
melekat terhadap staf yang dibawahinya, menilai 
prestasi kerja st:al berdasarlain hasil kerja yang telah 
dicapai sebagai bahan peningkatan karir sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar 
tercipta pegawai negeri sipil yang handal, profesional 
dan bermoral; 

g. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan 
unit/instansi atau lembaga terkait untuk 
mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. membuat laporan keuangan, laporan bulanan dan 
tahunan Sub Bagian Keuangan serta pelaksanaan 
tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang 
telah dilalrukan untuk dipergunakan sebagai bahan 
masukan atasan; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai 
tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas. 

(3) Sub Bagian Program Data dan Infonnasi mempunyai 
tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan 
berdasarkan hasil identiflkasi dan analisis kebutuhan 
diklat, masukan dari bidang-bidang dan sekretariat 
serta hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber 
data yang ada untuk menjadi pedoman dalam 
pelaksanaan tugas ; 

b. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan 
Badan dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang 
serta unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan 
hasil kerja bawahan agar tercapai 
pelaksanaan tugas; 

memeriksa 
efektifltas 

d. mengontrol dan melaksanakan penyusunan dan 
penjabaran program agar tersusun program dan 
kegiatan yang akomodatif; 

e. melakukan ... 
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e. melalrukan pengumpulan dan pengolahan serta 
menganalisa data agar tersedia data base dan Sistem 
Inforinasi Diklat -dalam rangka pengembangan 
kegiatan diklat; 

f. melalrukan dan mengontrol dolrumentasi, pengelolaan 
kearsipan data dan referensi sesuai dengan ketentuan 
agar tersedia sumber data dan informasi yang valid 
sebagai pendukung kelancaran penyelengga.raan 
kegiatan administrasi dan diklat; 

g. melalrukan analisis kepegawaian, penyusunan dan 
pengusulan formasi jabatan, serta melaksanakan 
anafisis kebutuhan diklat pegawai baik diklat 
struktural, teknis maupun fungsional agar tersedia 
sumber daya manusia aparatur sesuai kebutuhan; 

h. melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan, 
monitoring terhadap pegawai tugas belajar dan ikatan 
dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlalru agar tercipta pegawai negeri sipil yang handal, 
profesional dan bermoral; 

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala 
Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil 
sesuai dengan bidang lainnya; 

j. melalrukan penyusunan Laporan Akuntablitas Kinerja 
Pemerintahan, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Daerah dan 
pelaporan kinerja lainnya sebagai bahan 
pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan; 

k. membina, memotivasi dan melalrukan pengawasan 
melekat terhadap staf yang dibawahinya, menilai 
prestasi kerja staf berdasarkan hasil ketja yang telah 
dicapai sebagai bahan peningkatan karir sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlalru agar 
tercipta pegawai negeri sipil yang handal, profesional 
dan bermoral; 

1. melalrukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan 
unitjinstansi atau lembaga terkait untuk 
mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

m. membuat laporan bulanan dan tahunan Sub. Bagian 
Program, Data dan Perpustakaan serta laporan 
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan 
sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang 
telah dilalrukan agar dipergunakan sebagai bahan 
masukan atasan; dan 

n.melaksanakan ... 
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n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai 
tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas. 

Bagian Ketiga 
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

PasallO 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas 
pokok yaitu merencanakan operasional, mengendalikan dan 
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Diklat Teknis 
Administrasi Pemerintahan dan Diklat Manajemen Publik 
melalui penyiapan bahan pembinaan program, pelajar, 
tenaga pengajar dan kualifikasi calon peserta pendidikan dan 
pelatihan teknis sesuai ketentuan dan.prosedur yang berlaku 
agar tersedia sumber daya manusia aparatur sesuai dengan 
kompetensi yang dibutuhkan. 

Pasal11 

Untuk melaksanakan t1.lgl:l.S sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis 
mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di 
bidang pendidikan dan pelatihan teknis; 

b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di 
bidan~ pendidikan dan pelatihan teknis; 

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 
dan instansi lain di bidang pendidikan dan pelatihan 
teknis; 

d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
pendidikan dan pelatihan teknis; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. pelaksanaan pembinaan kepegawaian lingkup bidang 
pendidikan dan pelatihan teknis; dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh 
atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal12 

(1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Administrasi 
Pemerintahan, mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pendidikan 
Administrasi Pemerintahan berdasarkan langkah­
langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun 
sebelumnya serta sumber data yang ada untuk 
menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa 
hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas 
pelaksanaan tugas; 

c. menyiapkan ... 
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c. menyiapkan materi pelajaran berupa oukU paket dan 
modul agar diperoleh materi yang bermutu sesuai 
kebutuhan diklat; 

d. menyiapkan dan menyusun tenaga pengajar diklat 
administrasi pemerintahan agar pelaksanaan diklat 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 

e. mengkoordinir dan menginventarisir kegiatan 
bimbingan teknis, Workshop, dan sosialisasi 
administrasi pemerintahan dari Satuan Ketja 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota 
Lubuklinggau agar tercapai efisiensi dan efektifitas 
pelaksanaan diklat sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan; 

f. melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 
agar terciptanya J>egawai riegeri sipil yang handal, 
profesional dan bermoral; 

g. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan 
instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan 
masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

h. membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang 
Administrasi serta laporan tugas kedinasan lainnya 
berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah 
dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan 
masukan atasan; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan baik secara lisan maupun terfulis sesuai 
tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas. 

(2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Publik, 
mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pendidikan 
dan Pelatihan Mahanjemen Publik berdasarkan 
langka-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi 
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk 
menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa 
hasil ketja bawahan agar tercapai efektivitas 
pelaksanaan tugas; 

c. menyiapkan materi pelajaran berupa buku paket dan 
modul agar diperoleh materi yang bermutu sesuai 
kebutuhan diklat; 

d. menyiapkan dan menyusun tenaga pengajar diklat 
Manajemen agar pelaksanaan diklat sesuai dengan 
standar yang telah aitetapkan; 

e. mengkoordinir ... 
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e. mengkoordinir dan menginventarisir kegiatan 
bimbingan teknis, Workshop dan sosialisasi 
manajemen publik dari Satuan Keija Perangkat 
Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau 
agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 
diklat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 

f. melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 
agar terciptanya pegawai negeri sipil yang handal, 
profesional dan bermoral; 

g. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan 
instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan 
masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

h. membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang 
Manajemen Publik serta laporan tugas kedinasan 
lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang 
telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan 
masukan atasan; dan 

i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang 
diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Keempat 
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural 

Pasa113 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural mempunyai 
tugas pokok yaitu merencanakan operasional, 
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyiapan 
dan pembinaan peserta Diklat Prajabatan dan Diklat 
Kepemimpinan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku 
agar terwujud pola pengembangan aparatur sesuai dengan 
kebutuhan. 

Pasal14 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa113, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, 
mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di 
bidang pendidikan dan pelatihan struktural; 

b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk tek:nis di 
bidang pendidikan dan pelatihan struktural; 

c. pelaksanaan koordinasi dan keijasama dengan lembaga 
dan instansi lain di bidang pendidikan dan pelatihan 
struktural; 

d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
di bidang pendidikan dan pelatihan struktural; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
f. pelaksanaan ... 
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f. pelaksanaan pembinaan kepegawaian lingkup bidang 
pendidikan dan pelatihan struktural; dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh 
atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal15 

(1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, 
mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Diklat 
Prajabatan berdasarkan langkah-langkah operasional 
bidang dan memperhatikan evaluasi tahun 
sebehimnya agar terwujudnya kelancaran dan 
ketepatan pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa 
hasil kerja bawahan agar tercapainya efektifitas 
pelaksanaan tugas; 

c. menyiapkan dan melaksanakan mekanisme seleksi 
peserta diklat sesuai kualifikasi, usia dan golongan 
agar pelaksanaan Diklat berjalan lancar sesuai dengan 
rencana yang telah ditetapkan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan prajabatan 
Calon Pegawai Negeri Sipil golongan I, golongan II, 
golongan III, tenaga pengajar dan rencana anggaran 
pelatihan agar kegiatan - dapat dilaksanakan sesuai 
waktu yang direncanakan; 

e. menyusun rencana pendidikan dan pelatihan 
prajabatan sesuai dengan jadwal, memantau dan 
melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembelajaran 
agar kegiatan berjalan dengan baik sesuai jenjang 
kualiftkasi; 

f. melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 
agar terciptanya pegawai negeri sipil yang handal, 
profesional dan bermoral; 

g. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan 
· instansi dan pihak terkait untuk -mendapatkan 

masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

h. membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang 
Diklat Prajabatan serta laporan tugas kedinasan 
lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang 
dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan 
masukan atasan; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas 
dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

(2) Sub Bidang ... 
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(2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, 
mempunyai tu~as sebagai berilrut: 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Diklat 
Kepemimpinan berdasarkan langka.h-langkah 
Qpera,l?ion~ bid.a,n_g da,n me~n_perhatika.n eva1ua,~i tahull 
sebelumnya agar teiWUjudnya kelancaran dan 
ketepatan pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa 
hasil kerja bawahan agar tercapainya efektifitas 
pelaksanaan tugas; 

c. menyiapkan dan melaksanakan mekanisme seleksi 
peserta diklat Kepemimpinan berdasarkan kualiftkasi: 
kepangkatan dan golongan, tanggal mulai tugas calon 
pegawai negeri sipil, usia serta jabatan berdasarkan 
peraturan yang berlaku agar diperoleh calon peserta 
Diklat yang sesuai dengan standar kualift.kasi yang 
dipersyaratkan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan 
kepemimpinan, tenaga pengajar dan rencana anggaran 
pelatihan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai 
waktu yang direncanakan; 

e. menyusun rencana pendidikan dan pelatihan 
kepemimpinan sesuai dengan jadwal, memantau dan 
melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembelajaran 
agar kegiatan berjalan dengan baik sesuai rencana 
yang telah ditetapkan; 

f. melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 
agar terciptanya pegawai negeri sipil yang handal, 
profesional dan bermoral; 

g. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan 
instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan 
masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

h. membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang 
Diklat Kepemimpinan serta laporan tugas kedinasan 
lainnya berdasaikan sumber data dan kegiatan yang 
dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan 
masukan atasan; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas 
dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Kelima 
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 

Pasal ... 
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Pasal16 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional mempunyai 
tugas pokok mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan 
kegiatan diklat fungsional meliputi Pendidikan dan Pelatihan 
Dasar, Penjenjangan Fungsional, Pendidikan Kader serta 
Pendidikan - dan Pelatihan- Fungsional Substantif melalui 
penyiapan bahan pembinaan program, pelajaran, tenaga 
pengajar dan kualifikasi calon peserta pendidikan dan 
pelatihan fungsional sesuai ketentuan dan prosedur yang 
berlaku agar tersedia sumber daya manusia aparatur sesuai 
dengan kompetensi fungsional yang dibutuhkan. 

Pasal17 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16, Bidang Pendidikan dan Pelatihan 
Fungsional, mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di 
bidang pendidikan dan pelatihan fungsional; 

b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di 
bidang pendidikan dan pelatihan fungsional; 

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 
dan instansi lain di bidang pendidikan dan pelatihan 
fungsional; 

d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. pelaksanaan pembinaan kepegawaian lingkup bidang 
pendidikan dan pelatihan fungsional; dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal18 

(1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dasar dan 
Penjenjangan mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Diklat Dasar 
dan Penjenjangan berdasarkan langkah-langkah 
operasional bidang dan memperhatikan evaluasi tahun 
sebelumnya agar terwujudnya kelancaran dan 
ketepatan pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa 
hasil kerja bawahan agar tercapainya efektifitas 
pelaksanaan tugas; 

c. rn.~nyi~pl<@. daJ:l 1lle1aksa,n_a.l@rt llle}{apislll~ sele}{si 
peserta agar diperoleh calon peserta yang sesuai 
dengan tujuan dan sasaran diklat; 

d. menyiapkan dan menyusun tenaga pengajar, 
kurikulum dan perlengkapan diklat agar pelaksanaan 
diklat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 

e. melakukan ... 

- 14-

42525.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



e. melakukan pengawasan pelaksanaan diklat 
menyangkut kehadiran peserta, tenaga pengajar dan 
hal penting yang memerlukan tindak -lanjut guna 
terselenggaranya diklat dengan tertib dan lancar sesuai 
tujuan yang ditetapkan; 

f. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan 
instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan 
masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang 
Diklat Dasar dan Penjenjangan serta laporan tugas 
kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan 
kegiatan yang dilakukan untuk dipergunakan sebagai 
bahan masukan atasan; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas 
dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

(2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Substantif 
mempunyai fugas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Substantif 
berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan 
memperhatikan evaluasi tahun sebelumnya agar 
terwujudnya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan 
tugas; 

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa 
basil ketja bawahan agar tercapainya efektifitas 
pelaksanaan tugas; 

c. menyiapkan dan melaksanakan mekanisme seleksi 
peserta agar diperoleh calon peserta yang sesuai 
dengan tujuan dan sasaran diklat; 

d. menyiapkan dan menyusun tenaga pengajar, 
kurikulum dan perlengkapan diklat agar pelaksanaan 
diklat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 

e. melakukan pengawasan pelaksanaan diklat 
menyangkut kehadiran peserta, tenaga pengajar dan 
hal penting yang memerlukan tindak lanjut guna 
terselenggarariya - diklat dengan tertib dan lancar 
sesuai tujuan yang ditetapkan; 

f. melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 
agar tercipta pegawai negeri sipil yang handal, 
profesional dan bermoral; 

g. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan 
instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan 
masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

h. membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang 
Substantif serta laporan tugas kedinasan lainnya 
berdasarkan sumber data dan kegiatan yang dilakukan 
untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; 
dan 

i. melaksanakan ... 
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i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas 
dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

BABV 
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN 

Pasal19 

( 1) UPI'B merupakan unsur pelaksana teknis operasional 
Badan di lapangan. 

(2) UPI'B dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 
bawah dan bertanfW!ng; jawab kepada Kepala Badan. 

Pasal20 

UPTB mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. melaksanakan sebagian tugas Badan; dan 

b. melaksanakan urusan administrasi. 

Pasal21 

UPTB dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai 
dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota. 

BABVI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal22 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai 
dengan keahlian dan kebutuhan. 

Pasa123 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional 
Senior yang ditunjuk. 

(3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diatur berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(5) Kelompok. .. 
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(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal24 

P~d~ ~t PernW.nm W~<>ta, ini II1\IW berla.la,J., malca, 
Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 31 Tahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan 
Pendidikan dan Pelatihan di cabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal25 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota rm dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau. 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 6 Oktober 2014 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

dto 

H.S.N.PRANA PUTRA SOHE 
Diundangkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 6 Oktober 2014 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

dto 

H. PARIGAN 

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 53 

,.-:~--:~· ... Salinan sesuai dengan aslinya 

~r~KEPALA BAGIAN HUKUM 

\~ .~·"·~ /,-:--' 

'\:{":~~·=- ASRON ERWADI,SH.,M.Hum 
PEMBINA /IV.a 
NIP. 19660806 198803 1 004 

-17-
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Menimbang: 

Mengingat: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Menetapkan : 

PRESIDEN 
R~PUBLIK INDOH~SIA 

PERA TURAN PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 9 T AHUN 2003 

TENTANG 
WEWENANG PENGANGKAT AN, PEMINDAHAN, DAN 

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian dan dalam 
meningkatkan hubungan antara Pemerintah dengan Daerah Propinsi dan Daera~ 

Kabupaten/Kota, serta untuk mendorong peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu 
unsur perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang 
perlu mengatur kembali ketentuan mengenai wewenang pengangkatan, pemindahan 
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah; 

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimanc; 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890); 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar 
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

Undang-undang i'romor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahar 
Lembaran Negara Nomor 3848); 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah d. 
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, 
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. 

BASI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pa 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

a. 

b. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan 
Agung, Kesekretarjatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, 
Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerinti 
Departemen, Kesekretariatan Lembaga TertinggifTinggi Negara, Badan Narkotika 
Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat struktural eselon I d; 
bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, 
lnstansi Vertikal di Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, a 
dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. 

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan ~ 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintal 
Propinsi!Kabupaten/Kota atau dipekerjakan di luar instansi induknya. 

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan 
Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lerr 
Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi 
Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan 
Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bu 
merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

Pejabat Pembina Kf(pegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur. 

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati!Walikota. 

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengar 
memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanak< 
tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang mener 
perbantuan. 

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri 
berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai 
dasar penggajian. 

Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketent1 
peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil. 

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jav. 
wewenang, dan htJk seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu 
satuan organisasi negara. 

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas 
pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 

BAB II 

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Pasal2 

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan: 

(2) 

pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya; dan 

pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil 
Pusat di lingkungsnnya, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas. 
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a. 

b. 

a. 

b. 

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), dapat mendelegasikan wewenangnya 
memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya. 

Pasal3 

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/ Kota menetapkan: 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya; 

pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipi 
Daerah di lingkungannya, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas. 

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya 
memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya. 

Pasal4 

Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri 
Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang 
tewas atau cacat karena dinas . . . 
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ), dapat mendelegasikan a tau memberi kua 
kepada pejabat lain di lingkungannya. 

BAB Ill 

KENAIKAN PANGKAT 

Pasal 5 

Presiden menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri 
Sipil Daerah untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama 
Madya golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e setelah men 
pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

Kenaikan pang kat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) diajukan secara tertulis kepac 
Presiden, oleh : 

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah 
Propinsi; dan 

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota melalui Gubernur. 

(3) Pengajuan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam 
disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Neyara. 

ayat (2), tembusannya 

( 1) 

(2) 

Pasal 6 

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil 
Pusat dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru 
Muda Tingkat I golongan ruang 1/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. 

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian 
wewenangnya atau m~mberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya. 
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(1) 

Pasal7 

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan kenaikan pangkat Pegawai 
Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkunganny< 
untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang 1/b sampai dengan Pembina Tingkat 
golongan ruang IV/b. • 

(2) Gubernur menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota ' 
Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kot 
untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. 

(3) 

(1) 

(2) 

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendele-gasikan sebagian 
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya. 

Pasal8 

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kenaikan pangkat 
Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkunganny 
untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang 1/b sampai dengan Penata Tingkat I 
golongan ruang Ill/d. 

Pejabat sebagaimao.a dimaksud dalam ayat ( 1) dapat mendele-gasikan sebagian 
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya. 

Pasal 9 

Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, 
dan Pasal 8 dikecualikan dalam penetapan kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan ~ 
pengabdian. 

(1) 

(2) 

Pasal 10 

Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan kenaikan pangkat anumerta dan kenail 
pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah u 
menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang 1/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongc; 
ruang IV/b. 

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), dapat mendelegasikan wewenangnya 
memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya. 

BAB IV 

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN 
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN 

Pasal 11 

Presiden menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
dalam dan dari jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain 
yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Preside1 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural eselon I di lingkunga 
Pemerintah Daerah Propinsi. 

Pasal12 

(1) 
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a. 

b. 

c. 

a. 

b. 

(2) 

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, d 
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan 
struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu. 

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian 
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk 
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam 
dan dari jabatan struktural eselon Ill ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya 
setingkat dengan itu. • 

Pasal 13 

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan: 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan dari pimpinc 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi; 

pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi; 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan da1 
jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya seting~ 

dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi. 

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf a dan b, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Menteri Dal; 
Negeri. 

Calon Sekretaris Daerah Propinsi yang akan dikonsultasikan untuk diangkat dalam jab< 
Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memenul 
syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural. 

Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
dilakukan sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi mengajukan perr 
persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam aya 
dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon d 
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. 

Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) disampaikan secara tertulis 
oleh Menteri Dalam Negeri. 

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian 
wewenangnya atau • memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk 
menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Propinsi 
dalam dan dari jabatan struktural eselon Ill ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya 
setingkat dengan itu. 

Pasal14 

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : 

pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan d; 
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 

pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota; 
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C. 

d. 

a. 

b. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan da1 
jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan da1 
jabatan struktural eselon Ill ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya seting 
dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Dae 
Kabupaten/Kota. 

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dan pejabat struktL 
eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan 
setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur. 

Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang akan dikonsultasikan untuk diangkat dalar 
jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf a, 
harus memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural. 

Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
dilakukan sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota mengaju~ 
permintaan persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota. 

Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pengangkatan d 
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2), dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon 
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. 

Hasil konsultasi seba~aimana dimaksud dalam ayat (2) dan (5) disampaikan secara tertulis 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi. 

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian 
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk 
menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di 
Kabupaten/Kota dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional 
yang jenjangnya setingkat dengan itu. 

Pasal 15 

Tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, 
Kabupaten/Kota serta tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktUI 
eselon II Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 

BABV 

P.EMINDAHAN ANT AR INST ANSI 

Pasal16 

(1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemindahan: 

Pegawai Negeri Sipil Pusat antar Departemen/Lembaga; 

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah antara 
Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/ Lembaga; 

·•. 
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c. 

d. 

a. 

b. 

a. 

(2) 

(3) 

Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Propinsi; dan 

Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota 
Propinsi lainnya. 

Penetapan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 
dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari instansi yang bersangkutan. 

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya 
memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya. 

Pasal 17 
.. 

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan pemindahan : 

(2) 

(3) 

Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; dan 

Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi. 

Penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 
( 1) huruf b dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari Pejabat Pembina 
Kepegawaian Daerah yang bersangkutan. 

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya 
memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya. 

BABVI 

PEMBERHENTIAN SEMENT ARA 
DARI JABATAN NEGERI 

Pasal 18 

Presiden menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri 
Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau 
jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, 
pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki 
jabatan struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi. 

(1) 

(2) 

Pasal 19 

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan 
negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya yang menduduki jabatan struktur; 
eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu. 

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dapat mendelegasikan sebagian 
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya un 
memberhentikan serr'lentara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang 
menduduki jabatan struktural eselon Ill ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya 
setingkat dengan itu. 

Pasal20 

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan : 

pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Propinsi; 
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b. 

a. 

b. 

a. 

b. 

a. 

b. 

pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, dan jabatar 
fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu. 

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mende-legasikan sebagian 
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya un 
memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya 
yang menduduki jabatan struktural eselon Ill ke bawah atau jabatan fungsional yang 
jenjangnya setingkat dengan itu. 

Pasal 21 

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan: 

(2) 

pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota; 

pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungannya yo3ng menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan 
fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu. 

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian 
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya un 
memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten/Kot; 
yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya 
setingkat dengan itu. 

BAB VII 

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
ATAU CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Pasal22 

Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil 
Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama M< 
golongan ruang IV/d dap Pembina Utama golongan ruang IV/e. 

Pasal23 

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan: 

(2) 

pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang tidak memenuhi syarat untul 
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya; dan 

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I 
golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya. 

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian 
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya, untuk 
menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai CaJon Pegawai Negeri Sipil Pusat c 
Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang 111/d ke bawah. 

Pasal24 

(1) Pejabat Pembina Ke~egawaian Daerah Propinsi menetapkan: 

pemberhentian CaJon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang tidak memenuhi syarat 
untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya; dan 

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang berpangkat Pembina Tingkat 
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a. 

b. 

I golongan ruang_IV/b ke bawah di lingkungannya. 

(2) Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota • 
berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. 

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian 
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungan Propinsi, 
untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil 
Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang berpangkat Penata Tingkat I 
golongan ruang 111/d ke bawah. 

Pasal25 

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : 

(2) 

pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak 
memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya; 

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kola yang berpangkat Penc 
Tingkat I golongoo ruang 111/d ke bawah di lingkungannya. 

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian 
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya, untuk 
menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil 
Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat 
Pengatur Tingkat I golongan ruang 11/d ke bawah. 

Pasal26 

Pejabat 
Pembina Kepegawaian dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dar 
Pasal 25 dikecualikan dalam penetapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang tewa: 
meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun. 

Pasal27 

(1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun 
bagi Pegawai Neger\ Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pemt 
Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, 
dan mencapai batas usia pensiun. 

(2) Penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 
termasuk pemberian pensiun janda/duda dalam hal pensiunan Pegawai Negeri Sipil 
meninggal dunia. 

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ), dapat mendelegasikan wewenangnya a 
memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya. 

BAB VIII 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal28 

(1) Presiden melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan per< 
perundang-undangan di bidang kepegawaian. 

(2) Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam aya1 
Presiden dibantu oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. 
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a. 

b. 

a. 

b. 

c. 

(3) Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan pengawasan dan penge 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berkoordinasi dengan : 

Pejabat Pembina•l<epegawaian Pusat untuk lnstansi Pusat; 

Gubernur untuk lnstansi Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya. 

Pasal29 

Dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan manajemen informasi kepegawaian, 
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah ' 
menyampaikan setiap jenis mutasi kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Ne 
mengenai pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal30 

(1) Pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dapat 
dikenakan tindakan administratif. 

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) berupa : 

peringatan; 

teguran; 

pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian. 

(3) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, mulai berlaku seja 
tanggal ditetapkan. 

(4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Kepala 
Kepegawaian Negara, kecuali terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Presiden. 

(5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mendelegasikan atau memberikan 
kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk melakukan tindakan administratif 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kecuali atas keputusan yang ditandatangani oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur. 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 31 

Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 
serta kewenangan lain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yan~ 
mengatur masalah tersebut dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal32 

Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa untuk pengangkatan, pemindahan, 
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan dengan 
Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. 

BABX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal33 

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh 
pejabat yang berwen~ng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
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a. 

b. 

berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku. 

BABXI 

KETENTUAN PENUTUP 

.. Pasal34 

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Bad< 
Kepegawaian Negara. 

Pasal35 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka : 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatc: 
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan tidak berlaku. 

Ketentuan pelaksanaan mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasa 
Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal36 

Peraturan Pemerintah i1<1i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ir 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Pebruari 2003 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Pebruari 2003 

SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BAMBANG KESOWO 

.. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 15 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET Rl 
Deputi Sekretaris Kabinet 
Bidang Hukum dan 
Perundang-undangan, 

ttd 

Lambock V. Nahattands 

·• 
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I. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 9 T AHUN 2003 

TENTANG 
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, 
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubc: 
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain ditegaskan bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil 
diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan 
berhasil guna. 

Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. SesL 
dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 43 Tahun 1999, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan 
Presiden. Untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat 
dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut di atas, maka perlu menyempurnakan kembali ketentua 
mengenai pengangkatan, pemindahan,~dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 

Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasar 
kemampuan, maka diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil 
terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya. 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana tel 
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang antara lain menegaskan bahwa untuk de: 
meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka sistem pembinaan karier yang 
dilaksanakan adalah sistem pembinaan karier tertutup dalam arti negara. 

Dengan sistem karier tertutup dalam arti negara, maka dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil 
dari Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabu-paten/Kota yang satu ke 
Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya, terutama untuk mendud 
jabatan-jabatan yang bersifat manajerial. Hal ini mengandung pengertian bahwa seluruh Pegawai Neger 
merupakan satu kesatuan, hanya tempat pekerjaannya yang berbeda. 

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mekanisme konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris 
Daerah Propinsi kepada Menteri Dal11m Negeri dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekreta1 
Daerah Kabupaten/ Kota serta pejabat struktural eselon II pada Kabupaten/Kota kepada Pejabat Pen 
Kepegawaian Daerah Propinsi. Pengaturan mekanisme konsultasi ini dimaksudkan dalam rangka mewt 
pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil secara nasional dan menjamin kesetaraan kualitas sumber daya 
manusia aparatur agar sesuai dengan persyaratan jabatan. 

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diberikan kewenangan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil Daerah 
secara berjenjang khususnya pembinaan karier kenaikan pangkatnya. Dengan demikian tetap terdapat 
hubungan yang sinergi antara Pemerintah dengan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota. 

Pada prinsipnya pembinaan kenaikan pangkat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi indul 
Namun demikian, dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar instansi induknya, m< 
gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan 

.. 
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oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang menerima perbantuan. 

Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar instansi induknya, maka gajinya tetap menja 
beban instansi induknya dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawa1 
instansi induknya. 

Sebagai pelaksanaan ketentuan dimaksud serta untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu diatur dan ditetapkan kembali 
pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil. 

Pengangkatan, pemindahan, dan p~mberhentian Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat yang berwenang 
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yang merupakan norma, standar, dan prosedur 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal2 

Ayat(1) 

Dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kesekretariatan 
lembaga kepresidenan, Pejabat Pembina Kepegawaiannya adalah Sekretaris Negara. Pada saat in 
kesekretariatan lembaga kepresidenan dimaksud yaitu Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretari 
Presiden, Sekretariat Militer, dan Sekretariat Wakil Presiden. 

Dengan ketentuan ini, maka kesekretariatan lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan 
bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, misalnya Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
berwenang untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingku 
masing-masing. 

Penjelasan ini berlaku selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan di 
bidang kepegawaian yang terkait. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal3 

Ayat(1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal4 .. 
Ayat(1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal5 

Ayat (1) 
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Cukup jelas 

Ayat (2) 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 

Gubernur dalam mengajukan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintc: 
Kabupaten/Kota dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal6 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal7 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 

Gubernur dalam menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota adalah dal 
kapasitas sebagai wakil Pemerintah. 

Ayat (3) .. 
Cukup jelas 

Pasal 8 

Ayat(1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal9 
Cukup jelas 

Pasal 10 

Ayat(1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

.. 
Pasal 11 

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan jabatan struktural eselon I antara lain Sekretaris Jenderal, 
Direktur Jenderal, dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

Jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden antara lain 
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.. 
Hakim dan Panitera Mahkamah Agung. 

Pasal 12 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal13 

Ayat(1) 
Cukup jelas 

Ayat {2) 
Cukup jelas .. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Ayat (6) 

Menteri Dalam Negeri menyampaikan keputusan hasil konsultasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 
Daerah Propinsi berdasarkan pertimbangan dari Tim yang antara lain terdiri dari unsur Departemen Dalam 
Negeri, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara. 

Ayat (7) 
Cukup jelas 

Pasal 14 .. 
Ayat(1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukuip jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Ayat (6) 

Pejabat Pembina Kepegawaian Dae.rah Propinsi menyampaikan keputusan hasil konsultasi kepada Pejab 
Pembina Kepegawaian Daerah Kabup•aten/Kota berdasarkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan 
dan Kepangkatan lnstansi Daerah Propinsi. 

Ayat (7) 
Cukup jelas 
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Pasal 15 
Cukup jelas 

Pasal 16 

Ayat(1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 17 

Ayat(1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas ·• 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal18 
Cukup jelas 

Pasal 19 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 20 

Ayat(1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal21 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal22 

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam 
pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda/dudanya. 

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak deng< 
hormat, antara lain karena : .. 
a. atas permintaan sendiri; 
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b. meninggal dunia; 

c. hukuman disiplin; 

d. perampingan organisasi pemerintah; 

e. menjadi anggota partai politik; 

f. dipidana penjara; 

g. dinyatakan hilang; 

h. keuzuran jasmani; 

I. cacat karena dinas; 

J. tewas; 

k. mencapai batas usia pensiun. 

Pasal23 

Ayat (1) 

Huruf a ·• 
Cukup jelas 

Huruf b 

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam 
pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda/ dudanya. 

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak deng< 
hormat, antara lain karena : 

a. atas permintaan sendiri; 

b. hukuman disiplin; 

c. perampingan organisasi pemerintah; 

d. menjadi anggota partai politik; 

e. dipidana penjara; .. 
f. dinyatakan hilang; 

g. keuzuran jasmani. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 24 

Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam 

·• 
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pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda/ dudanya. 

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak deng< 
hormat, antara lain karena : 

a. atas permintaan sendiri; 

b. hukuman disiplin; .. 
c. perampingan organisasi pemerintah; 

d. menjadi anggota partai politik; 

e. dipidana penjara; 

f. dinyatakan hilang; 

g. keuzuran jasmani. 

Gubernur dalam menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota adalah dalarr 
kapasitas sebagai wakil Pemerintah. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 25 

Ayat(1) .. 
Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam 
pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda/ dudanya. 

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak deng< 
hormat, antara lain karena : 

a. atas permintaan sendiri; 

b. hukuman disiplin; 

c. perampingan organisasi pemerintah; 

d. menjadi anggota partai politik; 

e. dipidana penjara; 

f. dinyatakan hilang; 

g. keuzuran jasmani. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal26 
Cukup jelas 

Pasal27 
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Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 

Dalam menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun yang dimaksud dalam ketentuan 
sekaligus ditetapkan pemberian pensiun janda/dudanya. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal28 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 

Mekanisme pengawasan dan pengendalian administrasi kepega-waian dan karier pegawai di wilayah Propim 
diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

Pasal 29 
Cukup jelas 

Pasal 30 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 

Keputusan pencabutan atas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang 
ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berlaku surut. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat ( 5) 
Cukup jelas 

Pasal 31 
Cukup jelas 

Pasal32 

Pejabat yang diberi delegasi wewenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhenti 
Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, menandatangani surat keputusan 
tersebut untuk atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang. 

Pejabat yang diberi delegasi wewenang dapat memberi kuasa kepada pejabat lain. 
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Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Nege1 
Sipil, menandatangani surat keputusan tersebut tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama pejabat yc 
berwenang pada instansi yang bersangkutan. 

Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dimaksud, tidak 
dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat lain. 

Pasal 33 
Cukup jelas 

Pasal34 
Cukup jelas 

Pasal35 
Cukup jelas 

Pasal 36 
Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4263 
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